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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang

telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

"Laporan Aktualisasi" yang telah dibuat di Gedung Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian DPR Rl dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan Aktualisasi CPNS tidak lain ditujukan

sebagal salah satu bentuk nyata dari upaya implementasi nilai-nilai

Akuntabllitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti

Korupsi serta implementasi Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

yang akan dilaksanakan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang Badan Keahlian DPR Rl. Sekaligus sebagai pola baru yang

nantinya diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Whole of

Government, Manajemen ASN, serta Pelayanan Publik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu dalam penulisan Laporan Aktualisasi ini, dalam hal ini

kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Badan Keahlian DPR Rl selaku Pimpinan dan Mentor beserta

jajarannya, Widyaiswara selaku Cosch beserta segenap

Penyelenggara Latihan Dasar CPNS di Pusdiklat Setjen dan BK DPR

Rl dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan

laporan ini. Penulis berharap bahwa dengan rancangan ini dapat

bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi bekal

Penulis dalam melaksanakan amanah mulia sebagai Pegawai Negeri

Sipil di kemudian hari.

Jakarta 2 September 2019

ANISA RAHMASARI. S.H.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Profil Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

(Puspanlak UU) merupakan salah satu unit kerja di Badan

Keahlian DPR Rl yang dibentuk berdasarkan Pasal 290

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 6 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl sebagaimana diubah

terakhir kali dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl

Nomor 7 Tahun 2018.

Tugas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang berdasarkan Pasal 295 Peraturan Sekretaris

Jenderal DPR Rl Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

DPR Rl sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 7 Tahun

2018 adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

wewenang dan tugas DPR Rl di bidang pengawasan

dalam pemantauan pelaksanaan undang- undang dan

dukungan penanganan perkara pengujtan undang-

undang di Mahkamah Konstitusi.

VISI MISI

Visi Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang adalah sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang yang Profesional dan Akuntabel dalam



Memberikan Dukungan Keahlian kepada QPTs 'Rl dalam

Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan yang Aspiratif dan

Akuntabel

Misi

a. Memperkuat - kelembagaan Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi

Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan

keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi

pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di

persldangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan

akuntabel:

b. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian

kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian

undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang

profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMANTAUAN

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pemantauan Peiaksanaan

Undang-Undang menyelenggarakan fungsi;

a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis

Pusat Pemantauan Peiaksanaan Undang-Undang;

b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat

Pemantauan Peiaksanaan Undang-Undang;

c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat

Pemantauan Peiaksanaan Undang-Undang;

d. Koordinasi dan pembinaan terhadap peiaksanaan tugas unit

organisasi di lingkungan Pusat Pemantauan Peiaksanaan

Undang-Undang;

e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan

pemantauan peiaksanaan undang-undang dan pemberian

keterangan di Mahkamah Konstitusi;

f. Peiaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan

peiaksanaan undang-undang dan penanganan perkara

pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

g. Peiaksanaan dukungan evaluasi pemantauan peiaksanaan

undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-

undang di Mahkamah Konstitusi;

h. Peiaksanaan dukungan pemantauan peiaksanaan undang-

undang;

i. Peiaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian

undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

j. Peiaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Peiaksanaan

Undang-Undang:



k. Penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang: dan

I. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan

Keahltan.

Adapun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

terdiri atas :

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional (Analis Hukum)

TUGAS DAN FUNGSI ANALIS HUKUM Dl PUSAT

PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU,

Analis Hukum sebagai pelaksana memiliki tugas pokok dan

fungsi yaitu;

a Menyusun laporan pemantauan terkait peraturan

pelaksanaan Undang-Undang (3 buku peraturan

pelaksanaan UU sesuai bidang Komisi Vll dan Komisi

XI):

b Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang-

Undang {Draft Keterangan DPR Rl);

c Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR Rl dan

menghadiri sidang putusan Mahkamah Konstitusi

dalam rangka penanganan perkara pengujian undang-

undang (Kegiatan pendampingan Tim Kuasa DPR Rl);

d. Mengelola database perkara pengujian undang-

undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta

database Undang-Undang yang diubah dengan



Putusan Mahkamah Konstitusi {Draft daftar inventaris

perkara pengujian UU di MK tahun 2019); dan

e Menyusun laporan penanganan perkara pengujian

undang- undang setiap masa persidangan (Dokumen

Resume/Info Judicial Review).

2. Kondisi Saat Ini

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki

tugas pokok dalam hal pemberian dukungan keahlian kepada

Anggota DPR Rl guna mendukung fungsi pengawasan

pelaksanaan undang-undang DPR Rl yaitu dengan dilakukannya

penanganan perkara dan pembuatan Keterangan DPR Rl di

sidang pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi.

pemantauan pelaksanaan undang-undang, serta pemantauan

peraturan pelaksanaan. Namun dalam pencapaian visi, misi, dan

tujuan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang masih

terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

a. Penyajian data digital Info Judicial Review yang masih dirasa

kurang efektif karena disajikan berupa berkas dengan format

formal bernarasi panjang sehingga kurang dapat menarik

minat para pembaca terutama bagi Anggota DPR Rl dan

Masyarakat;

b. Media penyimpanan data dan media sharing materi dari

narasumber/pemangku kepentingan (stakeholders) dalam

proses pelaksanaan penyusunan kajian, analisis, dan

evaluasi undang-undang belum dilaksanakan menggunakan

media sharing dan media penyimpanan data berbasis

aplikasi yang memadai. Selama ini data disimpan dan

dibagikan menggunakan email unit kerja dan/atau email



personal Analis Hukum sehingga dirasa kurang efektif dan

efisien; dan

c. Media penyimpanan database perihal daftar nama, kontak

dan keterangan narasumber atau pemangku kepentingan

(stakeholders) dalam proses pelaksanaan penyusunan

kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang belum

menggunakan nnedia penyimpanan berbasis aplikasi.

Selama ini hanya menggunakan email unit kerja dan/atau

email personal Analis Hukum, serta menggunakan aplikasi

whatsapp group sehingga dirasa kurang efektif dan efisien.

3. Kondisi yang diharapkan

Uraian kondisi saat ini beserta dengan permasalahan yang

terjadi di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang

yang telah diuraikan di atas harus segera dengan harapan

bahwa visi, misi, dan tujuan dari Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang dapat tercapai. Berikut adalah

kondisi yang diharapkan ketika permasalahan tersebut dapat

diatasi:

a. Penyajian data digital Info Judicial Review yang menarik

minat pembaca dapat dilakukan sesuai dengan tujuan dan

manfaat yang diharapkan, terutama perihal terciptanya

pemahaman dari Masyarakat dan tindak lanjut dari Anggota

DPR Rj atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang

mengabulkan pasal tertentu dalam suatu undang-undang;

dan

b. Terciptanya tertib administrasi berupa media penyimpanan

dan media sharing data materi dari narasumber/pemangku

kepentingan (stakeholders) dan database perihal daftar

nama. kontak dan keterangan narasumber atau pemangku



kepentingan (stakeholders) yang menggunakan media

berbasis aplikasi yang memadai dalam proses pemantauan

pelaksanaan undang-undang.

4. Identifikasi Isu

Adanya gambaran kondisi saat ini yang telah diuraikan di

atas, maka berikut adalah identifikasi isu yang dapat diuraikan :

a. Penyajian Data Digital Info Judicial Review kepada

Masyarakat dan Anggota DPR Rl masih dalam

bentuk Teks NarasI

Pembuatan Info Judicial Review (pengujian

undang- undang yang dikabulkan Mahkamah

Konstitusi) bertujuan untuk memberikan informasi dan

data kepada masyarakat dan Anggota DPR Rl perihal

pasal-pasal yang dikabulkan pengujian undang-

undangnya oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut

diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi

masyarakat serta guna membantu Anggota DPR Rl

untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut dalam proses legislasi suatu undang-undang,

karena berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya

disebut UU No. 12 Tahun 2011) menentukan bahwa

tindak lanjut atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

merupakan salah satu materi muatan yang harus diatur

dengan undang- undang, lalu dalam Pasal 10 ayat (2)

UU No. 12 Tahun 2011 diatur bahwa tindak lanjut

Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR Rl

atau Presiden.

Penyajian data digital Info Judicial Review atas
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hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan

ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang

yang diuji di Mahkamah Konstitusi selama ini sudah

disajikan dalam bentuk dokumen yang dipublikasikan di

website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang. Dapat dilihat, berikut adalah tampilan data

digital Info Judicial Review atas hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi dari website Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang (www.puspaniakuu.dpr.go.id)

Gambar4.1.

Tampilan Awal Data Produk Info Judicial Review di Website
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
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Gambar4.2.

Tampilan Penyajian dan Sosialisasi Data Singkat Info Judicial Review 6\
Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang

IMFOJUBlCUL R£VKWPunjUHIM»UltAM KOWHTVSI

PWGtiJiAfl UM0«»G4.'NCAW MOMQft ;i UHUN JW TtHTANC l=EAj*Hj!AU fNTlRH^S^ONlL
nt^AOAP U>.S«tG*IIOAX,eAS« WCAM BEItajK •NDOESU TAJ-Ot U-tl

-•.at k»Ui,.t-v. . Wt "'*•4'!'Aa ' w-u

" S"- * i^mau va

° -•"* - ' *•"•« —»u- tJt uar •;

^ ^ .ir n, v>

-» ^ imn .irnvz^ •«« ^ ^ J

j- ,L^

. I. HUM » IW..i«rf

---u-w—:,5 I-, • - •,, «1»li, - k.

Gambar4.3.
Tampilan Data Info Judicial Review dengan Format PDF di Pusat

Pemantauan Pelaksanaan
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Meskipun data Info Judicial Review telah disajikan

dan dipublikasikan secara digital di website Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Namun hal



tersebut masih dirasa kurang efektif dan efisien sesuai

dengan tujuan yang seharusnya dikarenakan penyajian

data masih menggunakan berkas Info Judicial Review

yang berbentuk narasi panjang dengan format formal,

sehingga masyarakat dan Anggota DPR Rj kurang tertarik

dan sulit untuk membaca serta memahaminya.

b. Media Penyimpanan Data dan Media Sharing Materi

Narasumber/Pemangku Kepentingan {Stakeho!ders)

dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian,

Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya

menggunakan Electronic Ma/7 (E-Ma/7)

Proses pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

dilakukan dengan diadakannya diskusi dengan

narasumber/pemangku kepentingan (stakeholders) yang

berkaitan dengan undang- undang yang sedang dikaji.

Data-data yang.disampaikan oleh narasumber/pemangku

kepentingan (stakeholders) bersifat penting dan sangat

bermanfaat sebagai data pendukung dalam pembuatan

kajian, analisis, dan evaluasi suatu undang-undang.

Namun dalam melakukan inventaris berupa

penyimpanan dan sharing data sering ditemukan kendala

berupa email account Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang yang digunakan sebagai media

penyimpanan dan media sharing menyebabkan tidak

semua Analis Hukum dapat dengan leluasa menyimpan

dan berbagi data tersebut. Data yang sering diperbarui

juga sulit untuk diperhatikan riwayat perubahannya.

c. Media Penyimpanan Database perihal Daftar Nama,

Kontak dan Keterangan Narasumber atau Pemangku

Kepentingan [Stakeholders) dalam Proses

10



Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan

Evaluast Undang-Undang masih hanya menggunakan

Eiectronic Mail {E-Mail)

Diskusi pemantauan pelaksanaan undang-undang

dilakukan bersama narasumber atau pemangku

kepentingan {stakeholders). Pendataan narasumber atau

pemangku kepentingan {stakeholders) merupakan hal

yang penting dikarenakan untuk menjaga hubungan

koordinasi berkelanjutan dengan yang bersangkutan.

Selama ini inventaris daftar nama, kontak, dan keterangan

narasumber atau pemangku kepentingan {stakeholders)

hanya dilakukan melalui aplikasi komunikasi whatsapp

group dan hanya dilakukan penyimpanan oleh Analis

Hukum tertentu yang bertanggung jawab.

Sistem penyimpanan yang dilakukan selama ini

dikhawatirkan akan riskan terjadi kehilangan data dan

kurang update-nya data. Pentingnya hal tersebut, tentunya

akan membutuhkan media penyimpanan database

dengan berbasis aplikasi yang memadai agar tercipta

suatu tertib administrasi.

11



5. Teknik Analfsis (USG)

Tabel 5.1. Teknik Analisis Isu (USG)

ISU U S G TOTAL PERINGKAT

Penyajian Data Digital Info Judicial
Review kepada Mgsyarakat dan
Anggota DPR R| masih dalam
bentuk Teks Narasi

3 4 4 11 1

Media Penyimpanan Data dan Media
Sharing Materi Narasumber/Pemangku
Kepentingan (Stakeholders) dalam
Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian,
Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang
masih hanya menggunakan Electronic
Mail (E-Mail)

2 3 3 8 II

Media Penyimpanan Database perihal
Daftar Nama, Kontak dan Keterangan
Narasumber atau Pemangku Kepentingan
(Stakeholders) dalam Proses
Pelaksanaan Penyusunan Kajian,
Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang
masih hanya menggunakan Electronic
Mail (E-Mai^

2 2 2 6 III

Berikut adalah indikator penilaian Isu

berdasarkan teknik analisis USG :

a. Urgency

Seberapa nnendesak suatu isu harus dibahas,

dianalisis, dan ditindaklanjuti

b. Seriousness

Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan

dengan akibat yang ditimbulkan

c. Growth

Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu

tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya

Setiap isu dinilai dengan memberikan skor antara 1-5,

1 = Sangat Tidak U/S/G

5 = Sangat U/S/G

12



6. Gagasan Pemec»Vidn Isu

Pemilihan isu telah dilakukan dengan teknik analisis USG

seperti yang telah diuraikan di atas, sehingga berdasarkan teknik

tersebut dapat dipilih satu isu yang paling krusial untuk diatasi

yaitu perihal isu "Penyajian Data Digital Info Judicial Review

kepada Masyarakat dan Anggota DPR Rl masih dalam bentuk

Teks Narasf.

Isu yang telah dipilih harus diatasi dengan suatu solusi

sebagai bentuk gagasan pemecahan isu. Gagasan pemecahan

isu yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : "Pembuatan

Infografis mengenai Info Judicial Review atas Hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi yangSingkat, Cepat danAkurat".

B. TUJUAN

Pembuatan gagasan pemecahan masalah terhadap isu

yang dipilih memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat membaca dan memahami dari

masyarakat dan Anggota DPR Rl perihal Info Judicial

Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi:

2. Memberikan dukungan keahlian {support system)

kepada Anggota DPR Rl dalam rangka fungsi

pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang;

3. Membantu memberikan informasi dan data digital secara

singkat dan padat perihal Info Judicial Review atas hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Anggota DPR Rl,

Perancang Undang-Undang, dan pihak lainnya yang

terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR Rl guna

menjadi bahan dalam pembuatan dan/atau revisi suatu

undang-undang.
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C. MANFAAT

Pembuatan gagasan pemecahan masalah terhadap

isu yang dipilih memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Masyarakat dan Anggota DPR R1 paham akan ketentuan

pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang

dikabulkan permohonan pengujian undang-undangnya

oleh Mahkamah Konstitusi beserta dengan dampak

dikabulkannya pasal tersebut;

2. Masyarakat dan Anggota DPR Rl dapat mengetahui dan

ikut serta melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan undang- undang di Indonesia, dalam hal ini

undang-undang yang diajukan pengujian undang-

undang ke Mahkamah Konstitusi; dan

3. Anggota DPR Rl paham akan tindak lanjut yang harus

dilakukan dalam proses legislasi/perubahan suatu

undang-undang berdasarkan Info Judicial Review atas

hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.
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A. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja

Identifikasi Isu

Isu yang DIangkat

BAB II

PELAKSANAAN AKTUALISASI

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
1. Penyajian Data Digital Info Judicial Review kepada Masyarakat

dan Anggota DPR Ri masih dalam bentuk Teks Narasi.

2. Media Penyimpanan Data dan Media Sharing Materi

Narasumber/Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam
Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajlan, Analisis, dan Evaluasi

Undang-Undang masih hanya menggunakan Electronic Mai! (E-
Mail); dan.

3. Media Penyimpanan Database pehhal Daftar Nama. Kontak dan

Keterangan Narasumber atau Pemangku Kepentingan
(Stakeholders) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian,
Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya
menggunakan Electronic Mail(E-Mail).

Penyajian Data Digital Info Judicial Review kepada Masyarakat dan
Anggota DPR RI masih dalam bentuk Teks Narasi.
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No.

Gagasan Pemecahan

Isu

Kegiatan

Konsultasi

Rancangan

Aktualisasi dengan
Kapus Panlak UU

selaku Mentor

Tahapan Kegiatan

Penyampaian konsep
rancangan kegiatan

aktualisasi kepada
Kapus Panlak UU

Pengerjaan dan
penyempurnaan

konsep rancangan
kegiatan aktualisasi

sesuai arahan Kapus
Panlak UU

Melaporkan hasil

penyempurnaan

konsep rancangan
kegiatan aktualisasi

kepada Kapus Panlak
UU

Pembuatan Infografis mengenai Info Judicial Review atas Hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi yang Singkat, Cepat, dan Akurat.

Output/Hasil

Dokumen laporan
hasil konsultasi

konsep kegiatan
aktualisasi

dengan Kapus
Panlak UU selaku

mentor

Dokumen hasil

penyempurnaan

konsep kegiatan
aktualisasi sesuai
arahan Kapus
Panlak UU

- Dokumen konsep
kegiatan
aktualisasi hasil

koreksi dan

arahan Kapus
Panlak UU

- Dokumentasi

Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan

Penyampaian konsep
kegiatan aktualisasi atas

InovasI yang menciptakan

efektivitas dan efisiensi

kinerja serta akan

menghasilkan pekerjaan
yang berorientasi pada

mutu (Komitmen Mutu)
yang akan penulis lakukan

disampaikan dengan penuh
rasa bertanggung jawab,

hormat, sopan, dan

santun (Nasionalisnie

Sila ke-2 dan Etika

Publik) kepada Kapus
Panlak UU selaku mentor

Penulis untuk meminta

restu, saran, serta

bimbingan atas kegiatan
aktualisasi yang akan

penulis lakukan sesuai

dengan profesionalitas

KontribusI Terhadap
Vist Misi Organisasi

1. Kegiatan ini

mendukung visi
organisasi yaitu
terwujudnya
Puspanlak UU yang
profesional dan

akuntabel dalam

memberikan

dukungan keahlian
kepada DPR Rj

dalam

menyelenggarakan
fungsi pengawasan
yang aspiratif dan

akuntabel.

2. Rangkaian kegiatan
ini mendukung salah
satu mis)

organisasi yaitu
mewujudkan kualitas

pemberian dukungan
keahlian kepada
DPR dalam

penanganan perkara

pengujian undang-

Penguatan Niiai

Organisasi

Kegiatan ini menerapkan
nilai-nilai Instansi,
sebagaimana berikut;

Religius, salam dan
menjaga etika saat

berkomunikasi dengan
rekan maupun sebelum

dimulainya rapat dan
kegiatan ini dilakukan tidak
terlepcis dari nilai-nilai

ajaran agama perihal sifat

dan sik.ap tingkah laku yang
baik;
Akuntabei, data yang
penulis jv'onsultasikan jelas
dan dapat

dipertanggungjawabkan;
Profesional. kegiatan
dilakukan dengan tetap
memperhatiK^an kode

etik/etika yang ada; dan
Integritas, lercermin dari

komitmen penulis untuk

melakukan dan
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dan nilai-nilai etika profesi

(Manajemen ASN).

Seteiah diberikannya
saran, masukan dan

arahan dari Kapus Panlak
UU terhadap konsep
kegiatan aktualisasi yang
akan dibuat, Penulis

kemudian melakukan

pengerjaan

penyempurnaan konsep

kegiatan aktualisi dengan
efektif, efisien, serta

berorientasj pada mutu

{Komitmen Mutu) dan juga
dilakukan secara disiplin,

tanggung jawab, serta kerja
keras {Anti Korupsi) agar
dapat memberikan hasil

yang sesuai dengan arahan

dikarenakan pekerjaan
tersebut dilakukan dengan
taat pada perintah Kepala

Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-
Undang selaku mentor dan

dilakukan dengan
integritas tinggi (Etika
Publik dan Komitmen

undang terhadap
UUD Tahun 1945

yang profesional,
tepat waktu
akuntabel, dan

sesuai ketentuan

peraturan

perundang-
undangan.

menyelesaikan kegiatan ini
dengan sungguh-sungguh.
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Pengumpulan
Data/Bahan Materi

Pembuatan Info

Judicial Review atas

hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Pengumpulan

data/bahan materi

Info Judicial Review

atas hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi

DIskusi untuk

Dokumen

inventaris Info

Judicial Review

atas hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Dokumen

ringkasan materi

Mutu) dengan penuh

tanggungjawab,

konsisten, dan kejelasan
target (Akuntabilitas).

Selanjutnya. Penulis

melaporkan kembali

konsep aktualisasi yang
telah disempurnakan

sesuai arahan dengan
penuh tanggung jawab,

hormat dan sopan (Etika
Publik) sebagai bentuk

pertanggung jawaban

vertikal secara konsisten

penulis kepada Kapus

Panlak UU (Akuntabilitas)
untuk kemudian dilakukan

pengumpulan data dari

konsep aktualisasi yang
akan penulis lakukan.

Selanjutnya, dalam

mengumpulkan data/bahan

materi Info Judicial Review

atas hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi dan

menelaah materi yang akan
dibuat, maka dibutuhkan

Kegiatan ini menerapkan
nilai-nital Instansi,
sebagaimana berikut:

Rellgius, kegiatan ini
dilakukan tidak terlepas dari
nilai-nilai ajaran agama
perihal sifat dan sikap
tingkah laku yang baik:
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berkoordinasi

bersama dengan
Analis Hukum yang
bertanggung Jawab
dalam Info Judicial

Review atas Hasil

Putusan Mahkamah

Konstitusi

Konsultasi untuk

melaporkan
data/bahan materi

yang akan dijadikan
Infografis Info
Judicial Review

kepada Kapus
Panlak UU setaku

Mentor

Info Judicial
Review atas hasil
Putusan

Mahkamah

Konstitusi secara
keseluruhan

niiai tanggung
kejelasan
mendahulukan

kepentingan publik,
transparan, dan
konsisten (Akuntabilitas)
mengenai data-data atau

materi yang akan dipelajari
untuk dijadikan sebuah
infografis. Selain itu,
diperlukan juga rasa jujur
dan tanggung jawab (Anti
Korupsi) dalam proses
pengumpulan data dan
penelaahan materi agar
data yang disajikan dapat
tervalidasi dengan baik.

Setelah data/bahan
tersebut terkumpul, maka
penulis melakukan diskusi

dengan Analis Hukum yang
bertanggungjawab dalam
inventaris data info Judicial

Review atas Hasil

Mahkamah Konstitusi

dllakukan dengan sopan
dan menghargai rekan
sejawat (etika publik)

jawab,
target,

Akuntabel, pengumpulan
data dilakukan dengan
penuh tanggung jawab
sebagai bentuk transparansi
dan pertanggungjawaban;
Profeslonal, terdapat
keterlibatan Analis Huku
lainnya sesuai dengan
kompetensi
dan

Integritas,
komitmen

melakukan

data dengan jujur
sungguh-sungguh.

keahliannya;

tercermin dari

penulis untuk

pengumpulan
dan
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Menyusun/membuat
infografis Info

- Membuat ringkasan
substansi Infografis

- Dokumen

ringkasan

dan berdiskusi secara

cermat, efektif, dan

efisien serta berorientasi

pada mutu perihal Info

Judicial Review atas Hasil

Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut

(Komitmen IMutu).

Setelah bahan dan data

terkumpul, maka penulis

melaporkan kepada Kepala
Pusat Pemantauan perihal

data/bahan materi yang
akan dijadikan Infografis
Info Judicial Review

kepada Kapus Panlak UU

selaku mentor yang
dilakukan dengan

bertanggung jawab dan
konsisten (Akuntabilitas)
serta dengan rasa

hormat, sopan (Etika
Publlk) guna menghasilkan

keputusan 3 (tiga) Info

Judicial Review yang akan

dibuatkan infografisnya.

Setelah pengumpulan data,
penulis kemudian membuat

Kegiatan ini menerapkan
nilai-nilai Instansi,
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Judicial Review atas

hasil Putusan

Mahkamah

Konstltusi

Info Judicial Review

Menyusun/Membuat
infografis dari Info
Judicial Review atas
hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi

Melapor untuk
konsultasi terkait
infografis Info Judicial
Review atas hasil

Putusan Mahkamah

Konstitusi

Melakukan perbaikan
infografis sesuai
arahan Kapus Panlak
UU seiaku mentor

Menyerahkan kembali
hasil perbaikan
infografis kepada
mentor (Kepala
Puspanlak UU)

substansi

Infografis Info
Judicial Review

yang terpilih

• Dokumen (hard
copy) dari

infografis Info
Judicial Review
atas hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi yang
telah dibuat

Dokumen laporan
hasil konsultasi

infografis Info
Judicial Review

atas hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi dengan
Kapus Panlak UU
seiaku mentor

Dokumen {hard
copy) perbaikan

infografis hasil
pembahasan
dengan mentor
(Kepala
Puspanlak UU)

ringkasan substansi

Infografis Info Judicial
Review yang akan
dimasukan ke dalam

infografis. yang dilakukan
secara efektif, eflsien, dan
berorientasi pada mutu
(Komltmen Mutu), serta
dilakukan dengan penuh
tanggung jawab
(Akuntabilitas).

Setelah itu penulis

diberikan kepercayaan oleh

Kapus Panlak UU seiaku

mentor untuk membuat

infografis dari Info Judicial

Review atas hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi

tersebut untuk selanjutnya
dikerjakan dengan terlebih

dahulu menentukan

kejelasan target
penyelesaian

(Akuntabilitas) dengan
berorlentasi mutu terbaik

pada output yang
dihasilkan (komitmen

mutu). Draft awal yang

dihasilkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban

I'

sebagaimana berli'ut:

Religius, satarr dan

menjaga etika saat

berkomunikasi dengan
mentor (Kepala Pusoanlak

UU) dan kegiatan ini
dilakukan tidak terlepa^ dan
nllai-nilai ajaran acama
perihal sifat dan s'kap
tingkah laku yang baik;
Akuntabel, sumber djta
yang penulis pakai dalam

pembuatan infografis jelss
dan dapct

dipertanggungjawabkan;
Profesional, kegiatan
dilakukan dengan tetap
memperhatikan kode

etik/etika yang ada; dan
Integrltas, tercermin dan

komitmen penulis untuk
untuk melakukan dan

menyelesalkan pembuatan
infografis inl dengan
sungguh-sungguh.
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Pemaparan perihal

infografis Info

Judicial Review atas

hasil Putusan

Mahkamah

Menyiapkan materi
rapat pemaparan
kegiatan aktualisasi
CPNS (Infografis)

Power point rapat
finalisasi kegiatan
aktualisasi;

Dokumen laporan
hasil konsultasi:

(akuntabilitas) untuk

dikonsultasikan/melaporkan
infografis yang telah

disempurnakan kepada
Kapus Panlak UU selaku

mentor secara hormat dan

sopan (Etika Publik)

Adapun dengan

dilakukannya perbaikan
yang akan menciptakan

kinerja yang efektif.
efisien, serta berorientasi

pada mutu (Komitmen

IMutu).

Selain itu, tahapan kegiatan
penyerahan perbaikan ini

juga membutuhkan disipiin
untuk segera menyerahkan

perbaikan infografis, sikap
cermat, sopan, dan

hormat (Etika Publik dan

Anti Korupsi).

Sebelum dilakukan

pemaparan terhadap

perihal infografis yang
dibuat oleh penuiis, penulis
menyiapkan bahan materi

Kegiatan ini menerapkan
niiai-nilai Instansi,
sebagaimana berikut;

Religlus, salam dan
menjaqa saat kegiatan
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Konstitusi kepada
seluruh internal

Puspanlak UU

Melaporkan Hasil
Perumusan Materi
Rapat Internal

berdasarkan Arahan
Kepala Pusat
Pemantauan

Pelaksanaan Undang-
Undang

Penjadwalan rapat
Internal dengan TU;

Memaparkan hasil dari
infografis Info Judicial
Review atas hasil

Putusan Mahkamah
Konstitusi yang telah
diperbaiki dan

difinalisasi sesuai
arahan Kapus Panlak
UU ke seluruh internal

Puspanlak UU,

Surat

Rapat

Daftar

Rapat

Undangan

Hadir

- Laporan singkat
hasil pemaparan
sosialisasi

publikasi
infografis Info
Judicial Review

atas hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi.

- Dokumentasi

pemaparan dengan penuh

tanggung jawab
(Akuntabilitas) agar tidak
tercipta profesionalitas

dari penulis (Manajemen
ASN) ketika disampaikan
kepada seluruh internal

Puspanlak UU.

Pelaporan hasil perumusan
materi rapat internal

kepada Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang adalah
untuk melaporkan materi

rapat pemaparan yang
telah diinstruksikan sesuai

arahan. hal tersebut

dilakukan dengan hormat

dan sopan (Etika Publik).

Setelah menyiapkan bahan
materi, sebaga imana rapat
pada umumnya, penulis

melakukan penjadwalan
kepada TU Puspanlak
dengan hormat, sopan
dan santun untuk meminta

bantuan (Etika Publik)
dan bekerja sama

pemaparan akan dimulai

dan kegiatan ini dilakukan
tidak terlepas dari nllal-nilai
ajaran agama perihal sifat
dan sikap tingkah laku yang
balk;
Akuntabel, sdata yang
penulis sajikan dalam mate;ri

sosialisasi jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Selain itu, pemaparan ini
juga merupakan berituk

pertanggungjawaban
penulis akan infografis yanq
penulis hasilkan kepada
seluruh internal Puspanlak
UU;

Profesional. kegiatan
dilakukan dengan tetap
memperhatikan kode
etik/etika yang ada; dan
Integritas, tercermin dari
komitmen penulis untuk
untuk menyelesaikan dan
memaparkan hasil

pembuatan infografis Info
Judicial Review atas hasil

Putusan Mahkamah

Konstitusi ini dengan
sungguh-sungguh;
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Melapor kepada

Kapus Panlak UU

terkait hasil

pengerjaan

Aktualisasi

Melakukan perbaikan
infografis berdasarkan
hasil revisi rapat
pemaparan internal di
Pusat Pemantauan

Peiaksanaan Undanq-

Dokumen {hard
copy) infografis
yang akan

dllakukan

percobaan
unggah

(Nasionalisme) datam hal

penjadwalan kegiatan
pemaparan pubtikasi

infografis Info Judicial

Review atas hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi ini

kepada seluruh internal

Puspanlak UU.

Setelah jadwal disetujui,
kegiatan pemaparan
penutis lakukan dengan
komunikasi yang balk dan

sopan serta penuh rasa

hormat (Etika Publik)
tanpa membedakan

status dan jabatan / tanpa

diskriminasi

(Nasionalisme) seluruh

internal Puspanlak UU
dalam memberikan

kesempatan untuk bertanya
dan memberikan saran

kepada Penulis.

Sebelum melaporkan hasil

pengerjaan aktualisasi

yang telah selesai penulis

laksanakan, penulis

melakukan perbaikan

Kegiatan ini menerapkan
nilai-nilai Instansi,
sebagaimana berikut:

Rellgius,
menjaga

salam

etika
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(Infografis Info

Judicial Review atas

Hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi)

Undang

Melaporkan kepada
Kapus Panlak UU
terkait hasil pengerjaan
Aktualisasi {Infografis
Info Judicial Review

atas Hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi)
yang telah selesai

dilaksanakan

- Dokumen

Laporan
konsultasi

- Dokumentasi

hasil

kembali berdasarkan

masukan Kapus Panlak UU

selaku Mentor serta para

rekan Analis Hukum di

Internal Puspanlak UU saat

kegiatan pemaparan
sebelumnya dengan
cermat, teliti, dan penuh

tanggungjawab untuk

melakukan kinerja secara

efektif dan efisien

(Komitmen Mutu dan

Akuntabilitas)

Penulis kemudian

melaporkan kembali

dengan rasa hormat dan

sopan santun (Etika

Publik) kepada Kapus

Panlak UU selaku mentor

atas hasil Infografis Info

Judicial Review yang telah

diperbaiki untuk kemudian

diberikan Testlmoni dan

arahan terkait jangka
panjang dari kegiatan

aktualisasi ini nantinya.

Pelaporan ini sebagai
bentuk tanggung jawab

berkomunikasi dengan
Kapus Panlak UU selaku
mentor;

Profesional, kegiatan
dilakukan dengan tetap
memperhatikan kode
etik/etika yang ada;
Integritas. tercermin dari
komitmen penulis untuk
untuk melakukan dan

menyelesalkan kegiatan ini
dengan sungguh-sungguh;
dan

Akuntabel, data yang
penulis ,pakai dalam

melakukan perbaikan jelas
dan dapat
dipertanggungjawabkan.
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Testimoni Infografis
Info Judicial Review

atas hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Melakukan

pengambilan gambar
untuk video testimoni

- Dokumentasi

- Video testimoni

manfaat infografis
Info Judicial

Review atas hasil

Putusan

Mahkamah

Konstitusi yang
dirasakan

final darl pembuatan
infografis tersebut

(Akuntabilitas).

Penulis akan melakukan

pengambilan gambar video

testimoni untuk dapat
melihat manfaat yang akan
diberikan dari infografis
yang dibuat oleh Penulis.

Pembuatan video tersebut

dilakukandengan hormat
dan sopan kepada subjek
pemberi testimoni (Etika
Publik)

Kegiatan ini menerapkan
nilai-nilai Instansi,
sebagaimana berikut:

Religius, salam dan
menjaga etika saat kegiatan
akan bertemu para pihak
yang dapat melakukan

testimoni dan kegiatan ini
dilakukan tidak terlepas dari
nilai-nilai ajaran agama
perihal sifat dan sikap
tingkah laku yang baik ;
Akuntabel, dokumentasi
yang dihasilkanoleh penulifi
dalam pengambilan gambsT
video testimoni jelas dapat
dipertanggungjawabkan;
Profesional, Peni.lis

melakukan perjanjian
dengan subjek testin*ioni
perlhal tempat dan waktu
pengambilan gambar dan
faktanya hal itu dilakukan
sesuai dengan perjanjian
yang telah ditentukan; dan

Integritas, tercermin dari
komitmen penulis untuk
untuk menyelesalkan
kegiatan pengambilan
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gambar untuk video

testimoni.

Penielasan Perubahan/Penambahan Tabel Keqiatan Aktuallsasi

Kegiatan Pertama (Penambahan)

Rancangan Aktuallsasi Terbaru

Rancangan Aktuallsasi Sebelumnya

Alasan Penambahan

rKonsultasi Rancangan Aktualisasi dengan Kapus Panlak

UU selaku Mentor

:Pengumpulan Data/Bahan Materi Pembuatan Info Judicial

Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

:Pertimbangan dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang yaitu sebaiknya rancangan kegiatan dari

aktualisasi CPNS yang akan dilakukan oleh Penulis

dikonsultasikan kembali dan dirumuskan bersama kennbali

dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang selaku Mentor agar lebih sempurna dan tepat

sesuai dengan kebutuhan dari unit kerja Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang.
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Kegiatan Keempat fPerubahan)

Rancangan Aktualisasi Terbaru

Rancangan

Sebelumnya

Alasan Perubahan

Aktualisasi

: Pemaparan perihal infografis Info Judicial Review atas hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh internal

Puspanlak UU

Penyajian Data Digital Info Judicial Review atas hasil Putusar

Mahkamah Konstitusi

: Kegiataa pemaparan ini diadakan dengan pertimbangan untuk

memberikan informasi kepada seluruh rekan pegawai Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang perihal program
kegiatan aktualisasi CPNS yang dilakukan oleh Penulls,
sehingga tercipta kesepahaman terkait kegiatan tersebut dan

didapatkannya saran/masukan membangun dari rekan-rekan
di unit kerja guna menghasilkan hasil yang terbaik.

Kegiatan Keempat yang terdapat dalam rancangan kegiatan
aktualisasi yang dipaparkan di Kopo memiliki tahapan
kegiatan untuk berkoordinasi dengan Bidang Data dan

Teknologi Informasi (BDTI) DPR Rl. lalu melakukan publikasi

28

J



melalui website dan Instagram Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang, namun dalam rancangan

aktualisasi terbaru hal tersebut akan menjadi tindakan lanjutan

dari program aktualisasi ini, dalam arti tahapan kegiatan

tersebut akan dilakukan sebagai target jangka panjang setelah

selesainya program aktualisasi dari CPNS. Hal tersebut

dikarenakan produk infografis yang akan dihasilkan akan

menjadi produk kelembagaan dari Badan Keahlian DPR Rl

khususnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

sehingga harus secara seksama dan cermat dilakukan validasi

terhadap output tersebut, salah satunya dengan cara

berkonsultasi dengan pimpinan yang berwenang. sehingga

tidak dapat dilakukan publikasi dalam waktu yang singkat.
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Kegiatan Kelima fPenambahan)

Rancangan Aktualisasi Terbaru

Rancangan

Sebelumnya

Alasan Perubahan

Aktualisasi

Kegiatan Keenam (Penambahan)

Rancangan Aktualisasi Terbaru

: Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil pengerjaan

Aktualisasi (Infografis Info Judicial Review atas Hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi)

Dicantumkannya kegiatan tersebut bertujuan sebagai

validasi akhir dari Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang terhadap hasil pekerjaan

kegiatan aktualisasi CPNS dari Penulis, yang hasil

tersebut apabila telah berhasil divalidasi oleh pimpinan

unit kerja, maka dapat dilakukan proses validasi oleh

pimpinan yang lebih tinggi.

Testimoni Infografis Info Judicial Review atas hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi
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Rancangan

Sebetumnya

Atasan Penambahan

Aktualisasi

; Kegiatan yang cukup penting dikarenakan testimoni akan

disampaikan oleh Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang, Koordinator Bidang

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan Analis

Hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang perihal kegiatan aktualisasi CPNS yang

dilakukan oleh" Penulis yaitu mengenai infografis Info

Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.

Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk

membuktikan kemanfaatan dari kegiatan aktualisasi

CPNS yang dilakukan oleh Penulis.
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B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

a. Konsultasi dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang selaku Mentor

1)Penyampaian Konsep Rancangan Kegiatan Aktualisasi

kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang

Selasa, 23 Jull 2019 Penulis melakukan

konsultasi/bimbingan pertama dengan Bapak Rudi

Rochmansyah, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang sekaligus sebagai Mentor

Aktualisasi CPNS dari Penulis dalam rangka penyampaian

konsep rancangan kegiatan aktualisasi yang telah dibuat

oleh Penulis, dalam bimbingan tersebut terdapat beberapa

arahan/instruksi dari Mentor -yang terlampir dalam laporan

ini.

Gambar B. a. 1.

Penyampaian Konsep Rancangan Aktualisasi kepada Kepala
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
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Penyampaian konsep rancangan kegiatan aktualisasi

CPNS ini dilakukan untuk menginformasiKari pehhal

rancangan kegiatan aktualisasi yang dirumuskan oleh

Penulis serta untuk memperoleh saran/masukan dari Kepala

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku

mentor guna menyempurnakan rancangan kegiatan

aktualisasi yang telah dibuat Penulis. Tahapan kegiatan ini

dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai

berlkut;

a) Komitmen Mutu

Rancangan kegiatan aktualisasi CPNS dibuat dengan

cara melakukan inovasi guna menciptakan efektivitas

dan efisiensi kinerja serta output yang berorientasi

pada mutu kerja darl Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang.

b) Etika Publik

Penyampaian dilakukan dengan rasa bertanggung

jawab, hormat, sopan, dan santun kepada Kepala

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

c) Manajemen ASN

Konsultasi/bimbingan rancangan kegiatan aktualisasi

CPNS ini, Penulis lakukan dengan menjunjung tinggi

profesionalitas dan nilai-nilai etika profesi guna

mendapatkan saran/masukan terbaik dari Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
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2)Pengerjaan dan Penyempurnaan Konsep Rancangan

Kegiatan Aktualisasi sesuai Arahan Kepata Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Kamis, 25 Juli 2019 Penulis melakukan pengerjaan

dan penyempurnaan konsep rancangan kegiatan aktualisasi

sesuai arahan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang, terutama perihal judul dan tabel kegiatan

aktualisasi CPNS dari penulis.

Gambar B. a. 2.

Pengerjaan dan Penyempurnaan Konsep Rancangan Kegiatan
Aktualisasi

Pengerjaan dan penyempurnaan rancangan kegiatan

aktualisasi CPNS, dilakukan untuk melaksanakan

saran/masukan dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang guna menghasilkan rancangan kegiatan

aktualisasi CPNS yang lebih baik. Tahapan kegiatan ini telah

mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:
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a) Komitmen Mutu

Pengerjaan dan penyempurnaan rancangan kegiatan

aktualisasi CPNS dilakukan secara efektif dan efisten

serta berorientasi pada mutu.

b) Anti Korupsi

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan disiplin,

tanggung jawab, serta kerja keras guna menghasilkan

hasil yang maksimal.

c) Etika Publik

Hasil yang didapatkan dalam tahapan kegiatan ini

merupakan hasil dari arahan atau sikap taat perintah

kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang selaku mentor dan tentunya juga dilakukan

dengan mengutamakan sikap dan sifat berintegritas

tinggi.

d) Akuntabilitas

Pelaksanaan tahapan kegiatan ini tidak luput dengan

sikap bertanggung jawab, konsisten, dan kejelasan

target dalam pengerjaannya.

3)Melaporkan Hasil Penyempurnaan Konsep Rancangan

Kegiatan Aktualisasi kepada Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang

Jumat, 26 Juli 2019 penulis kembali menghadap

kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang untuk melaporkan hasil penyempurnaan konsep

rancangan kegiatan aktualisasi sesuai arahan sebelumnya

agar tercipta konsep rancangan kegiatan aktualisasi yang

matang dan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.
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Ga'mbar B. a. 3.

Pelaporan Basil Penyempurnaan Konsep Rancangan Kegiatan
Aktualisasi

T

Pelaporan hasil penyempurnaan konsep rancangan

kegiatan aktualisasi CPNS kepada Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan untuk

memastikan kembali bahwa rancangan kegiatan aktualisasi

tersebut telah sesuai dengan arahan dari Kepala Pusat

Pemantauan- Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan

kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai

berikut:

a) Etika Publik

Pelaporan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung

jawab atas instruksi yang sebelumnya telah diberikan

oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang, yang disampaikan kembali secara hormat,

sopan, dan santun.

36



b) Akuntabilitas

Tahapan kegiatan ini merupakan bentuk konsistensi

dalam bekerja dan sebagai bentuk sebuah pertanggung

jawaban secara vertikal dari Penulis kepada Kepala

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b. Pengumpulan Data Bahan Materi Pembuatan Info Judicial

Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

1) Pengumpulan Info Judicial Review atas Hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi

Jumat, 26 Juli 2019 penulis melakukan pengumpulan

data/bahan materi dari Info Judicial Review atas Hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar dan inventaris

sebelum dllakukannya pemilihan 3 (tiga) Info Judicial Review

Gambar B, b. 1.

Pengumpulan Info Judicial Review atas Hasil Putusan
Mahkamah Konstitusi
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Pengumpulan data/bahan materi Info Judicial Review

atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan guna

menjadi landasan pemilihan 3 (tiga) Info Judicial Review oleh

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

yang akan dibuat infografisnya oleh Penulis. Tahapan

kegiatan ini mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

a) Akuntabilitas

Tahapan kegiatan ini dilakukan secara bertanggung

jawab dalam melakukan inventarisnya tidak ada yang

terlewat satupun, memiliki kejelasan target guna dapat

melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan tujuan

yang telah ditentukan. Kepentingan publik juga menjadi

dasar dilakukannya tahapan kegiatan ini, serta

transparan dan konsisten dalam pengolahan data

tersebut.

b) Anti Korupsi

Proses pengumpulan data/bahan materi ini menjunjung

tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab agar

data/bahan materi yang ada dapat tervalidasi dengan

baik.

2) Diskusi untuk Berkoordinasi Bersama dengan Analis

Hukum yang Bertanggung Jawab dalam Info Judicial

Review aUis Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

Senin, 29 Juli 2019 Penulis melakukan koordinasi

berupa diskusi dengan Analis Hukum yang memegang

inventarls data Info Judicial Review atas Hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi yaitu Yodia Surya Nugraha guna

memperkuat pemahaman mengenal Info Judicial Review
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atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang mau

diangkat/pilih.

Gambar B. b, 2.

Diskusi bersamaAnalis Hukum Penanggung Jawab Info Judicial
Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

Diskusi tersebut berjalan dengan lancar dan

menghasilkan beberapa pemahaman bersama atas data-

data yang terdapat dalam inventaris tersebut. Diskusi

dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai

berikut:

a) Etika Publik

Diskusi berjalan dengan baik karena dilakukan secara

sopan dan menghargai rekan seprofesi guna

mendapatkan pemahaman bersama perihal materi info

Judicial Review atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut.

b) Komitmen Mutu

Diskusi yang dilakukan s6cara singkat perihal substansi

ini, dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien serta
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berorientasi pada mutu guna menghasilkan

pemahaman yang cukup mendalam.

3) Konsultasi untuk Melaporkan Data/Bahan Materi yang

akan dijadikan Infografis Info Judicial Review kepada

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

selaku Mentor

Kamis, 1 Agustus 2019 Penulis melaporkan

data/bahan materi pembuatan. infografis Info Judicial Review

atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah

didapatkan untuk dipilih 3 (tiga) Info Judicial Review atas

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang agar dapat

dilanjutkan dengan pembuatan ringkasan substansinya oleh

Penulis.

Gambar B. b. 3.

Konsultasi Data/Bahan Materi Infografis Info Judicial Review
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Ko.'p.'iuttasi yang dilakukan untuk melaporkan kepada

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

perihal data/bahan materi yang akan dijadikan infografis,

dilakukan dengan tujuan terpilihnya 3 (tiga) info Judicial

Review atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang paling

tepat untuk segera dibuat dalam bentuk infografis, oleh

karena itu Penulis meminta kepada Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor

untuk memilih dan memberikan arahan perihal tersebut.

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan

mengimplementasikan nilai-nilai:

a) Akuntabilitas

Konsistensi dalam melakukan tahapan pekerjaan ini

sangat diperlukan dan juga harus dilakukan dengan rasa

tanggung jawab yang tinggi.

b) Etika Publik

Pelaporan data/bahan tersebut dilakukan dengan hormat

dan sopan kepada Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang.

c. Menyusun/Membuat Infografis Info Judicial Review atas

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

1) Membuat Ringkasan Substansi Infografis Info Judicial

Review

Selasa, 6 Agustus 2019 Penulis membuat ringkasan

substansi infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi yang telah dipilih oleh Kepala Pusat

Pemantauan-Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor,

agar dapat dilanjutkan dengan pembuatan infografis atas

Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi
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Gambar B. c. 1.

MembuatRingkasan Substansi Infografis Info JudicialReview
atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

ill

Pembuatan ringkasan substansi infografis Info

Judicial Review dilakukan karena dalam membuat infografis

dibutuhkan pemahaman mendalam terlebih dahulu perihal

data/bahan materi yang ada, yang setanjutnya harus

diringkas guna dapat menghasilkan infografis yang bersifat

substantif namun disajikan secara singkat dan padat.

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan

mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

a) Komitmen Mutu

Komitmen mutu merupakan salah satu nilai utama dalam

pelaksanaan tahapan kegiatan ini dikarenakan tahapan

kegiatan ini dilakukan secara efektif, efisien, dan

berorientasi pada mutu.
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b) Akuntabilitas

Pelaksanaan tahapan kegiatan ini tidak luput dari

tanggung jawab Penulis atas kepercayaan/amanah

pekerjaan tersebut yang harus dilakukan oleh Penulis.

2) Menyusun/Membuat Infografis dari Info Judicial Review

atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

Kamis, 8 Agustus 2019 Penulis membuat Infografis

pertama, yaitu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 87 Tahun 2018 dari Pengujian Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Gambar B. c. 2.
Menyusun/Membuat Infografis dari Info Judicial Review atas

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi {UU ASN)

Jumat 9 Agustus 2019 penulis membuat Infografis

kedua, yaitu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

16 Tahun 2018 dari Pengujian Undang-Undang Nomor 2
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Tahun 2018 tentang Perubaha.n ',;.edua atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Gambar B. c, 2, 1.

Menyusun/Membuat Infografis dari Info Judicial Review atas
Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (UU MD3)

Senin, 12 Agustus 2019 penulis membuat Infografis

ketiga. yaitu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

10 Tahun 2017 dari Pengujian Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan

Kedokteran.
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GambarB. c. 2. 2

Menyusun/Membuat Infografis dari Info JudicialReviewatas
Hasil Patusan Mahkamah Konstitusi (UU Praktik Kedokteran dan

UU Pendidikan Kedokteran)

8

Penyusunan/pembuatan infografis oleh Penulis,

merupakan tahapan kegiatan utama dalam aktualisasi CPNS

ini dikarenakan dapat menjadi sebuah inovasi dalam unit kerja

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan

kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai

sebagai berikut;

a) Akuntabilitas

Kejelasan target sangat dibutuhkan dalam tahapan

kegiatan ini yaitu target berupa tercapainya tujuan inovasi

yang dilakukan dalam bentuk Infografis agar pekerjaan

tersebut dilakukan sesuai dengan jalur yang telah

ditentukan.'

b) Komitmen Mutu

Dibuatnya infografis merupakan pertanggung jawaban

secara vertikal kepada anggota DPR Rj dan kepada
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pimpinan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang serta pertanggung jawaban horizontal kepada

masyarakat perihal info Judicial Review atas hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi.

3) Metapor untuk Konsultasi terkait Infografis Info Judicial

Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

Selasa, 13 Agustus 2019 Penulis nnelakukan

konsultasi terkait infografis Info Judicial Review atas Hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi untuk diberikan arahan/saran

dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang selaku Mentor.

Gambar B. c. 3.

Pelaporan dan Konsultasi Infografis

Pelaporan untuk konsultasi terkait infografis Info

Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

dilakukan untuk memperoleh hasil infografis yang terbaik
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sesuai dengan arahan Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan ini

dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai

berikut:

a) Akuntabilitas

Draft awal dari infografis yang dibuat oleh Penulis

merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

dikarenakan nantinya infografis tersebut akan menjadi

produk dari unit kerja yang dipimpin.

b) Etika Publik

Konsultasi dilakukan dengan hormat dan sopan kepada

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang.

Di hari yang sama, Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang juga memberikan instruksi

untuk melakukan penjadwalan penyelenggaraan

Rapat/Pemaparan secara internal di Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang bersama dengan Kepala

Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang yaitu ibu Dahliya Bahnan. S.H., M.H.

Selasa, 13 Agustus 2019 sesuai dengan arahan

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

penulis melakukan penjadwalan dengan ibu Dahliya Bahnan,

S.H., M.H. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terkait dengan

penyelenggaraan rapat internal dengan seluruh pegawai

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang men

hasilkanjadwal rapat di hariJumat, 16 Agustus 2019.

47



GambarB. c. 3. 1,

Penjadwalan Rapat Internal bersama Kasubbag TU Puspanlak UU

Penjadwalan rapat internal perihal pemaparan

kegiatan aktualisasi CPNS dilakukan guna mendapatkan

waktu yang 'tepat untuk berbagi informasi dengan rekan-

rekan pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang perihal program aktualisasi CPNS yang sedang

dilakukan oleh Penulis. Tahapan kegiatan ini dilakukan

dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut;

a) Etika Publik

Penjadwalan bersama Kepala Subbagian Tata Usaha

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

dilakukan dengan hormat, sopan, dan santun untuk

menjaga etika dalam dunia kerja.

b) Nasionalisme

Kerja sama merupakan ha! yang paling penting dalam

tahapan kegiatan ini yaitu kerja sama antara Penulis dan
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Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang.

4) Melakukan Perbaikan Infografis sesuai Arahan Kepala

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku

Mentor

Selasa, 13 Agustus 2019 penulis melakukan

perbaikan infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi sesuai dengan arahan dan saran dari

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

selaku mentor.

Gambar B. c. 4.

Perbaikan Infografis
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Pengerjaan perbaikan infografis dari arahan dan

saran Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang dilakukan agar infografis yang dihasilkan dapat lebih

baik dari infografis-infografis yang dibuat sebelumnya.

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan

mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

Komitmen Mutu

Perbaikan dilakukan dengan berohentasi pada mutu

terbaik dan dikerjakan dengan efektif serta efisien.

5) Menyerahkan Kembali Hasil Perbaikan kepada Kepala

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku

Mentor

Rabu, 14 Agustus 2019 penulis menghadap kepada

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

selaku mentor untuk menyerahkan kembali hasil perbaikan

infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah

Konstitusi yang telah direvisi sebelumnya.

Gambar B. c. 5.
Penyerahan HaSil Perbaikan Infografis



Penyerahan kembali hasil perbaikan dari infografis

yang dibuat Penulis kepada Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang diharapkan akan

menghasilkan infografis terbaik yang akan dijadikan output

dari unit kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang. Dalam penyerahan tersebut, sekaligus Penulis

berkonsultasi perihal materi apa saja yang akan dijadikan

presentasi/paparan dalam Rapat Internal selanjutnya.

Tahapan kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai

sebagai berikut;

a) Etika Publik

Hormat dan sopan ketlka menghadap kepada Kepala

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b) Anti Korupsi

Disiplin tepat waktu dalam memberikan/menyerahkan

perbaikan infografis tersebut.

d. Pemaparan Publikasi Infografis Info Judicial Review atas

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Seluruh Pihak

Internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

1) Menyiapkan Materi Rapat Finalisasi Kegiatan Aktualisasi

dengan Melakukan Konsultasi dengan Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku

Mentor

Rabu, 14 Agustus 2019 Penulis melakukan

persiapan materi rapat finalisasi kegiatan aktualisasi secara

internal di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Penentuan materi tersebut telah ditentukan oleh Kepala

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ketika

Penulis menyerahkan kembali perbaikan infografis pada
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tanggal 14 Agustus 2019.Materi tersebut

dipresentasikan di depan seluruh pegawai

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Gambar B. d, 1.

Persiapan Materi Rapat Internal

akan

Pusat

Persiapan rapat pemaparan kegiatan aktualisasi

CPNS dari Penulis (infografis) dilakukan dengan cara

mempersiapkan pemaparan berupa power point materi yang

akan dipresentasikan pada rapat tersebut di hadapan rekan-

rekan pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang. Tahapan kegiatan ini telah mengimplementasikan

nilai-nilai sebagai berikut;

a) Akuntabilitas

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung

jawab untuk menghasilkan hasil terbaik karena Penulis

telah menjadi salah satu pegawai Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang yang melakukan pembuatan

infografis yang akan menjadi salah satu produk dari unit

kerja.
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b) Manajemen ASN

Dalam persiapan materi rapat pemaparan dibutuhkan

profesionalitas dan Penulis untuk menyusun materi yang

akan disampaikan pada saat rapat di hadapan rekan-rekan

pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang.

2) Melaporkan Hasil Perumusan Materi Rapat Internal

berdasarkan Arahan Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang

Kamis, 15 Agustus 2019 penulis melaporkan hasil

perbaikan materi rapat internal kepada Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang

sebelumnya telah direvisi dan pada saat yang sama materi

rapat tersebut disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang.

Gambar B. d. 2.

Pelaporan Hasil Perumusan Materi Rapat Internal
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Pelaporan hasil pembuatan materi rapat pemaparan

kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang dilakukan agar tercapainya materi yang terbalk yang

dapat disampaikan di rapat pemaparan secara internal di

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan

kegiatan tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan

nilai-nilai sebagai berikut:

a) Etika Publik

Setiap melakukan tahapan kegiatan berupa

melaporkan/konsultasi kepada Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Penulis

senantiasa melakukannya dengan hormat dan sopan.

Setelah menghadap kepada Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Penulis

menghadap ibu Poedji Poerwanti, S.H., M.H. selaku

Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang guna memlnta bantuan untuk memberikan

pengumuman kepada pegawai terkait akan diadakannya

rapat internal esok hah.

Gambar B. d. 2.1.

Permlntaan Bantuan kepada Koordinator Bidang Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang perihal Rapat Internal
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D'^,?r.dparan secara internal di Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan ini

dilakukan dengan hormat dan sopan (etika publik)

ketika meminta bantuan kepada Koordinator Bidang

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk

memberikan pengumuman kepada seluruh pegawai di unit

kerja Penulis.

3) Memaparkan Hasil dari Infografis Info Judicial Review

atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah

diperbaiki dan difmalisasi sesuai Arahan Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ke Seluruh

Pihak Internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang

Kamis, 15 Agustus 2019 sebelum diadakannya rapat

internal dengan seluruh pegawai Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang, penulis menghadap ibu

Dahliya Bahnan, S.H., M.H. selaku Kepala Subbagian Tata

Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

untuk mengambil daftar hadir rapat tersebut. Tahapan

kegiatan ini dilakukan secara hormat dan sopan (etika

publik).
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Gambar B. d. 3.

Penerimaan Daftar Hadir Rapat Internal dari Kasubbag TU
kepada Penulis

Jumat, 16 Agustus 2019 penulis melakukan rapat

internal dengan seluruh pegawai Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang guna memberikan

pemahaman perihal program aktualisasi CPNS yang sedang

dilaksanakan dan guna meminta saran untuk perbaikan dan

penyempurnaan hasil infografis Info Judicial Review atas

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.

56



Gambar B, d. 3. 1.

Rapat Internal Pemaparan Program Aktualisasi CPNS (Infografis)

Tahapan kegiatan berupa rapat pemaparan program

aktualisasi CPNS Penulis, merupakan sebuah forum untuk

menginformasikan kepada rekan-rekan pegawai di Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dalam forum ini

pegawai lainnya diberikan kesempatan untuk bertanya dan

memberikan saran perihal program aktualisasi yang

dikerjakan oleh Penulis. Rapat pemaparan secara internal ini

telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

a) Etika Publik

Hormat dan sopan dalam berkomunikasi ketika

menyampaikan/mempresentasikan program akualisasi

CPNS kepada peserta rapat.

b) Nasionalisme

Kesempatan untuk bertanya dan memberikan saran dari

peserta rapat diberikan oleh Penulis dengan tidak

membeda-bedakan/tidak diskriminatif sehingga

seluruh peserta rapat dapat melakukannya.
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c) Akuntabilitas

Pertanyaan. dan saran dari peserta rapat merupakan

bentuk partisipasi dari peserta rapat dalam program

aktualisasi Penulis.

e. Melapor kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang terkalt Hasil Pengerjaan Aktualisasi

(Infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi)

1)Melakukan Perbaikan Infografis berdasarkan Hasil Revisi

Rapat Pemaparan Internal di Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang

Kamis, 22 Agustus dan Jumat 23 Agustus 2019

Penulis melakukan perbaikan infografis Info Judicial Review

atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan

revisi/saran dari peserta rapat pemaparan aktualisasi CPNS

secara internal di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang.

Gambar B. e. 1.
Perbaikan Infografis berdasarkan Hasil Revisi Rapat Pemaparan

Internal
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Perbaikan infografis oleh Penulis, merupakan tahapan

kegiatan yang penting guna menyempurnakan infografis-

infografis sebelumnya yang pernah dibuat sehingga

menghasilkan hasil yang terbaik. Tahapan kegiatan ini

dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai

berikut:

a) Akuntabilitas

Kejelasan target sangat dibutuhkan dalam tahapan

kegiatan ini yaitu target berupa tercapainya tujuan

dihasilkannya infografis yang terbaik.

b) Komitmen Mutu

Perbaikan infografis merupakan pertanggung jawaban

secara vertikal kepada pimpinan Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang serta pertanggung jawaban

horizontal kepada masyarakat perihal info Judicial Review

atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi guna

memberikan efektivitas dan efisiensi kinerja Penulis.

2)Melaporkan kepada Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang terkait Hasil Pengerjaan

Aktualisasi (Infografis Info Judicial Review atas Hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi) yang telah selesai

dilaksanakan

Senin 26 Agustus 2019 Penulis melaporkan kepada

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

perihal finalisasi hasil infografis Info Judicial Review yang

Penulis buat guna memastikan infografis yang akan menjadi

produk final dari Penulis.
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Gambar B. e. 2.

Pelaporan Infografis yang Telah Selesai

Tahapan kegiatan melaporkan infografis tersebut

telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

a) Etika Publik

Pelaporan disampaikan dengan hormat dan sopan

kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang agar tercipta hubungan yang baik

diantara penulis dan pimpinan unit kerja selaku mentor.

b) Akuntabilitas

S Dalam pembuatan infografis oleh Penulis, inl adalah

tahapan kegiatan melaporkan terakhir sebagai

tanggung jawab final dari Penulis perihal pembuatan

infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi.
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f. Testimoni Infografis Info Judicial Review atas HasVi

Putusan Mahkamah Konstitusi

1) Melakukan Pengambilan Gambar Video Testimoni

Kanfiis-Jumat, 29-30 Agustus 2019 Penulis

menyusun video testimoni dari Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang, Koordinator Bidang

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan Analis

Hukum perihal program aktualisasi yang dibuat oleh Penulis

yaitu infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi.

Gambar B. f. 2.

Pembuatan Video Testimoni dari Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
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Gambar B. f. 2. 1.

Pembuatan Video Testimoni dari Koordinator Bidang Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang

Gambar B. f. 2. 2.

Pembuatan Video Testimoni dari Analis Hukum

62



Pembuatan video testimoni tersebut berjalan dengan

lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Tahapan

kegiatan tersebut telah mengimplementasikan nllai-nilai

sebagai berikut:

Etika Publik

Pembuatan video testimoni dilakukan dengan meminta

beberapa subjek yang akan nnemberikan testimoni sesuai

dengan arahan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang. Dalam pengambilan video tersebut, penulis

melakukannya dengan sopan dan hormat kepada seluruh

subjek testimoni agar proses tersebut dapat berjalan

sebagaimang yang seharusnya.

C. STAKEHOLDER

a. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan

b. Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

D. ANALISIS DAMPAK

a. Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan

Apabila kegiatan penyajian Infografis Info Judicial

Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstltusi yang

singkat, cepat, akurat, dan mudah diakses ini dilaksanakan,

maka kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang

tetap dapat berjalan. Namun, akan dimungkinkan terjadi

beberapa dampak seperti dibawah ini:

1. Belum tersedianya infografis Info Judicial Review atas hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi;

2 Penyajian data dan informasi yang tersedia saat ini hanya

berbentuk teks narasi panjang, sehingga kurang efektif dan

efisien guna memudahkan anggota DPR Rl dan
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masyarakat untuk membaca dan memahami substansi Info

Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi,

sedangkan apabila kegiatan penyajian infografis Info

Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

dilaksanakan, maka kegiatan pemantauan pelaksanaan

undang-undang dapat berjalan sebagaimana mestinya dan

dapat menimbulkan dampak-dampak positif, antara lain :

1. Tersedianya infografis Info Judicial Review atas hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memudahkan

anggota DPR Rl dan masyarakat untuk membaca dan

memahami substansi Info Judicial Review atas hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi;

2 Terciptanya efektivitas dan efisiensi penyajian dan

penyebaran informasi serta data untuk melakukan tindak

lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan

digunakan oleh Anggota DPR Rl sebagai bahan acuan

proses legislasi undang-undang; dan

3. Terlaksananya prinsip Informasi dan data publik yang

mudah dimengerti (understandable) bagi masyarakat

dan Anggota DPR Rl.

b. Analisis Dampak Jika Kegiatan Dilakukan Tidak

Mengaktualisasikan Nilai ANEKA

• Kegiatan 1

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan

nilai ANEKA maka dapat menyebabkan kurang baiknya

hubungan antara Penulis dengan Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, serta kegiatan

yang dirancang dalam Rancangan Aktualisasi tidak dapat

berjalan dengan baik.
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> Kegiatan 2

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan

nilai ANEKA maka sulit bahkan tidak akan

terkumpul/terinventaris bahan/data yang diperlukan oleh

Penulis, sedangkan bahan/data tersebut adalah hal yang

sangat penting dalam keseluruhan kegiatan ini.

Kegiatan 3

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan

nilai ANEKA, maka output yang dihasilkan oleh Penulis

berupa infografis tidak akan menghasilkan hasil yang baik

karena pembuatan infografis membutuhkan nilai ANEKA

tersebut dalam pengerjaannya, serta kegiatan ini

merupakan kegiatan yang paling penting/utama dalam

aktualisasi CPNS ini.

Kegiatan 4

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan

maka kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan lancar

karena dalam kegiatan ini dibutuhkan banyak partisipasi

pihak lain yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai

ANEKA, serta mateh dalam pemaparan ini tidak tersajikan

dengan baik.

Kegiatan 5

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan

nilai ANEKA maka hubungan antara pimpinan dan Penulis

akan berlangsung dengan kurang baik dan akan berimbas

pada kelancaran jalannya kegiatan aktualisasi CPNS.

Kegiatan 6

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan

nilai ANEKA maka dimungkinkan tidak akan ada subjek

yang mau memberikan testimoni dari kegiatan yang

dilakukan oleh Penulis.
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E. TIME SCHEDULE

KEGIATAN

JULI 2019 AGUSTUS 2019

MINGGU MIN GGU

4 5 1 2 3 4

Konsultasi dengan Kapus Panlak UU
sebagai Mentor •
Pengumpulan Data Bahan Materi
Pembuatan Info Judicial Review atas

hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

Menyusun/membuat infografis Info
Judicial Review atas hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi •
Pemaparan publikasi infografis Info
Judicial Review atas hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi kepada seluruh
internal Puspanlak UU

DINAS

LUAR •
Testimoni Infografis Info Judicial Review
atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi 1•

DINAS

LUAR
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BAB II)

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsultasi Rancangan AktualisasI dengan Kapus Panlak

UU selaku Mentor

a. Penyampaian konsep kegiatan aktuallsasi kepada Kapus

Panlak UU

Komitmen Mutu, Etika Publik, dan Manajemen ASN

b. Pengerjaan dan penyempumaan konsep kegiatan

aktualisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU

Komitmen Mutu, Anti Korupsi. Etika Publik, dan Akuntabilitas

c. Melaporkan hasil penyempumaan konsep kegiatan

aktualisasi kepada Kapus Panlak UU

Etika Publik dan Akuntabilitas

2. Pengumpulan Data Bahan Materi Pembuatan Info Judicial

Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Pengumpulan Info Judicial Review atas hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi

Akuntabilitas, Anti Korupsi, dan Komitmen Mutu

b. Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis

Hukum yang bertanggungjawab dalam penanganan

perkara pengujian undang- undang terkait di sidang

Mahkamah Konstitusi

Etika Publik dan Komitmen Mutu

c. Konsultasi untuk melaporkan data/bahan materi yang

akan dijadikan Infografis Info Judicial Review kepada

Kapus Panlak UU selaku Mentor

Akuntabilitas dan Etika Publik
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3. Menyusun/membuat infografis Info Judicial Review atas

hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Membuat ringkasan substansi Infografis Info Judicial

Review

Komitmen Mutu dan Akuntabilitas

b. IVtenyusun/Membuat infografis dari Info Judicial Review

atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

Akuntabilitas dan Komitmen Mutu

c. Melapor untuk konsultasi terkait infografis Info Judicial

Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

Akuntabilitas dan Etika Publik

d. Melakukan perbaikan infografis sesuai arahan Kapus

Panlak UU selaku mentor

Komitmen Mutu

e. Menyerahkan kembali hasil perbaikan infografis kepada

mentor (Kepala Puspanlak UU)

Etika Publik dan Anti Korupsi

4. Pemaparan perihal infografis Info Judicial Review atas hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh internal

Puspanlak UU

a. Menyiapkan materi rapat pemaparan kegiatan aktualisasi

CPNS (Infografis)

Akuntabilitas dan Manajemen ASN

b. Melaporkan hasil konsultasi sesuai arahan Kapus

Panlak UU

Etika Publik

c. Penjadwalan rapat internal dengan TU

Etika Publik dan Nasionalisme

d. Memaparkan hasil dari infografis Info Judicial Review

atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah
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ri'iperDaiki dan difinalisasi sesuai arahan Kapus Panlak

UU ke seluruh internal Puspanlak UU

Etika Publik dan Nasionalisme

5. Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil pengerjaan

AktuaJisasi (Infografis Info Judicial Review atas Hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi)

a) Melakukan perbaikan infografis berdasarkan hasil revisi

rapat pemaparan internal di Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang

Komitmen Mutu dan Akuntabilitas

b) Melaporkan kepada Kapus Panlak UU terkait hasil

pengerjaan Aktualisasi (Infografis Info Judicial Review

atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi) yang telah

selesai dilaksanakan

Etika Publik dan Akuntabilitas

6. Testimoni Infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi

a. Melakukan pengambilan gambar untuk video testimoni

Etika Publik

B. SARAN

1. Untuk Instansi dan Unit Kerja Peserta

• Perlu adanya workshop (pelatihan) teknis perihai

kemampuan membuat infografis ataupun metode teknologi

lainnya guna menciptakan hasil kerja yang inovatif, efektif,

dan efisien.

• Output dari instansi dan/atau unit kerja dapat ditingkatkan

dari segi penyajiannya dengan menggunakan teknologi yang

semakin memadai.
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2. Untuk Penyelenggara Pelatihan

• Penjadwalan kegiatan dapat diberikan dari jauh hari

sehingga peserta dapat mempersiapkan sesuai instruksi

yang diberikan.

• Dibuatnya dan dibagikannya buku pedoman secara rinci dari

awal kegiatan dimulai sehingga dapat menjadi

pedoman/arahan bagi peserta.
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LAPORAN HASIL KONSULTASl/BIMBINGAN BERSAMA MENTOR

(KEPALA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG)

i

Pelaksanaan

Waktu : Selasa, 23 Juli 2019

Tempat : Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Nama Calon Pegawai Negeri Sipil

Anisa Rahmasari, S.H.

Nama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

Hasil Konsultasi
i

1. Perubahan Judul Rancangan Aktualisasi

Judul Awal:

"Penyajian Data Digital Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstltusi yang

Singkat, Cepat, Akurat, dan Mudah Diakses melalui Infografis"

Judul Hasil Revisi:

"Penyajian Infografis mengenai Info Judicial Review Putusan Mahkamah

Konstitusi yang Singkat, Cepat, Akurat, dan Mudah Diakses"

2. Perubahan Rencana Kegiatan Aktualisasi dan Habituasi

Rencana Kegiatan sebelum Konsultasi dengan Kapus Panlak UU:

1) Pengumpulan Bahan Materi Pembuatan Info Judicial Review atas Hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi
I

2) Perumusan Materi Data Digital Info Judicial Review atas Hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi

3) Pembuatan Infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah

Konstitusi; dan



4) Penyajian Data Digital Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah

Konstitusi.

Terhadap K^g'iatan dan tahapan kegiatan pada Rancangan Aktualisasi

Anisa Rahmasari, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

selaku Mentor nnemberikan arahan dan instruksi perubahan/revisi seperti

berikut:

Revisi Rencana Kegiatan setelah Konsultasi dengan Kapus Panlak UU:

4 1) Konsultasi bersama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanan Undang-

Undang:

2) Penyempumaan Hasil Revisi Rancangan Aktualisasi dari Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanan Undang-Undang:

3) Pengumpulan Data Bahan Pembuatan Infografis Info Judicial Review

Putusan Mahkamah Konstitusi;

4) Pembuatan Infografis:

5) Laporan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

untuk dipresentasikan ke dalam Rapat yang dipimpin oleh Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;

6) Presentasi dalam Rapat yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang:

7) Penyempumaan Hasil Revisi dari Rapat yang dipimpin oleh Kepala Pusat

I Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang:

8) Laporan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

perihal Hasil Revisi;

9) Rapat Finalisasi dengan BDTI oleh Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang: dan

10)Testimoni bahwa kegiatan tersebut telah sesuai.

3. Catalan Perihal Revisi Lainnya

1) Setiap rencana kegiatan dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi, harus

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kapus Panlak UU selaku pimpinan

Pusat Pemantuan Pelaksanaan Undang-Undang.



2) Tahapan kegiatan dirumuskan dengan menyesuaikan rencana kegiatan

yang telah disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang;

3) Kegiatan evaluasi berbeda dengan kegiatan testimoni.

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Roc^ lansvah. S.H.. M.H.

NIP. 19e 902131993021001



BAB II

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Identifikasi Isu :

1. Penyajian Data Digital Info Judicial Review kepada Masyarakat dan Anggota DPR Rl masih

dalam bentuk Teks Narasi

2 Media Penyimpanan Data dan Media Sharing Materi Narasumber/Pemangku Kepentingan

{Stal<eholders) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-

Undang masih hanya menggunakan Electronic Mail {E~Mail)\ dan

3i Media Penyimpanan Database perihal Daftar Nama, Kontak dan Keterangan Narasumber atau

Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian,

Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan Electronic Mail (E-Maif)

Isu yang diangkat : Penyajian Data Digital Info Judicial Review kepada Masyarakat dan

Anggota DPR Rl masih dalam bentuk Teks Narasi

Gagasan Pemecahan : Penyajian Infografis mengenai Info Judicial Review atas Hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi yang Singkat, Cepat, Akurat, dan Mudah Diakses



No. Kegiatan

Pengumpulan
Data/Bahan

Materi

Pembuatan

Info Judicial

Review atas

hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Tahapan Kegiatan

1. Pengumpulan Info
Judicial Review atas

hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi

2. Diskusi untuk

berkoordinasi

bersama dengan
Analis Hukum yang
bertanggung jawab
dalam penanganan
perkara pengujian
undang- undang
terkait di sidang
Mahkamah Konstitusi

3. Konsultasi dan

melaporkan kepada
Kepala Pusata
Pemantauan

Pelaksanaan Undang-
Undang

Output/Hasil

Terkumpulnya
bahan

materi

pembuatan data
digital Info Judicial
Review atas hasil

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Terciptanya
keseragaman
pemahaman
antar Analis

Hukum

Perihal suatu

perkara pengujian
undang-undangdi
Mahkamah

Konstitusi yang
dikabulkan

Berkas

kesimpulan
koordinasi dengan
Analis Hukum

Keterkaitan Substansi Mata

Peiatihan

Pengumpulan bahan materi

pembuatan data digital Info Judicial
Review akan bersifat transparan,

tanggung jawab. dan target yang
jelas sehingga dapat dijadikan
pertanggungjawaban kinerja
(Akuntabilitas) serta dilakukan

dengan cara berkoordinasi bersama
Analis Hukum dilakukan secara

efektif agar hasil tercapai, secara
efisien dengan waktu yang singkat
sehingga diharapkan menghasilkan
mutu yang baik dalam output yang

dihasilkan (Komitmen IVIutu).

Koordinasi bersama Analis

Hukum lainnya juga
dilaksanakan dengan teknik

komunikasi dan sikap perilaku yang
baik, taat perintah, hormat, dan
sopan (Etika Publik) serta dalam

rangka menciptakan nilai-nilai dasar
ASN yang bersifat profesional
dalam pelaksanaan kinerja
(Manajemen ASN).

Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi

1. Seluruh

rangkaian
kegiatan ini
mendukung visi
dan misi unit

kerja yaitu
menjadikan
Pusat

Pemantauan

Pelaksanaan

Undang- Undang
yang Profesional
dan Akuntabel

dalam

Memberikan

Dukungan
Keahlian Kepada
DPR Rl Dalam

Menyelenggar
akan Fungsi
Pengawasan
Yang Aspiratif
dan Akuntabel

2. Rangkaian
kegiatan ini
mendukung misi
unit kerjai yaitu
sebagai berikut:

a. Memperku at
kelembaga an
Pusat

Penguatan Nilai
Organisasi

1. Akuntabel

Seluruh kegiatan
dan tahapan
kegiatan
dilakukan

dengan
pertanggungj
awaban yang
jelas dengan
menjunjung
tinggi prinsip
transparansi

2. Profesional

Seluruh kegiatan
dan tahapan
kegiatan
dilakukan

dengan
profesional
sesuai dengan
keahlian yang
dimiiiki

3. Integritas
Seluruh kegiatan
dan tahapan
kegiatan
dilakukan

dengan nilai-
nilai integritas
berupa jujur,
adil, tanggung



b.

Pemantauan

Pelaksanaan

Undang-
Undang
sebagai unit
organisasi
Badan

Keahlian

DPR dalam

memberikan

dukungan
keahlian

kepada DPR
dalam

menjalankan
fungsi
pengawasan

pembehan
Keterangan
DPRdi

persidangan
Mahkamah

Konstitusi

jawab, dan kerja
sama



Perumusan

Materi Data

Digital info
Judicial

Review atas

hasil

1.

2.

Pembuatan

ringl<asan substansi
Info Judicial Review

secara singlot dan
padat
Melaporkan
ringkasan substansi

Berkas ringkasan
Substansi Info

Judicial Review

secara singkat
dan padat
Kesimpulan
materi- materi

Pembuatan ringkasan substansi
Info Judicial Review diiakukan

dengan efektif dan efisien untuk
memberikan hasil ringkasan yang
berkualitas (Komitmen Mutu)
dan diiakukan secara profesional
dan berintegritas dalam

1



Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Pembuatan

Infografis Info
Judicial

Review atas

hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Info Judicial Review

kepada Kepala
Pusat Pemantauan

Pelaksanaan

Undang-
Undanguntuk
menghasilkan
kesimpulan
bersama

substansi

disetujui
dimasukan

dalam

Info

Review

perihal
yang

untuk

ke

infografis
Judicial

1. Membuat infografis
yang berisi

materi perihal Info
Judicial Review yang
telah disepakati
bersama Kepala Pusat
Pemantauan

Pelaksanaan Undang-
Undang

2. Melaporkan kepada
Kepala Pusat
Pemantauan

Pelaksanaan Undang-
Undang perihal hasil
infografis Info Judicial
Review yang telah
dibuat

yang akan
dimasukan ke

dalam infografis
Info Judicial

Review

Tampilan bentuk
Infografis Info
Judicial Review atas

hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi

penyusunannya (Manajemen
ASN). Pembuatan ringkasan
tersebut dilanjutkan dengan
melakukan melaporkan kepada
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang- Undang
yang dilakukan dengan sikap
perilaku sopan santun,
menghargai dan disampaikan
dengan komunikasi yang baik
(Etika Publik). Laporan tersebut
merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban/akuntabilitas
vertikal kepada atasan
(Akuntabllitas).

Pembuatan infografis Info Judicial
Review atas hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi merupakan
bentuk transparansi dan
pertanggungjawaban Analis Hukum

selaku pemegang amanah dalam
penanganan perkara pengujian
undang-undang di Mahkamah
Konstitusi kepada masyarakat dan
Anggota DPR Rl (Akuntabllitas),
serta dilakukan oleh Analis Hukum

dengan sebuah inovasi yaitu
melalui media Infografis yang
dilakukan secara efektif dan efisien

(Komltmen Mutu) secara



Penyajian
Data Digital

Info Judicial

Review atas

hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi

1. Koordinasi dengan
BDTI perihal
proses input
infografis ke
dalam website Pusat

Pemantauan

Pelaksanaan

Undang- Undang
2. Mempublikastkan

infografis Info
Judicial Review ke

dalam website dan

media sosial

(Instagram) Pusat
Pemantauan

Pelaksanaan

Undang-Undang

Tersajinya/terpublik
asinya Info Judicial
Review atas hasil

Putusan Mahkamah

Konstitusi kepada
masyarakat dan
Anggota DPR
dengan format
penyajian Infografis
melalui website dan

media sosial

(Instagram) Pusat
Pemantauan

Pelaksanaan

Undang-Undang

profesional (Manajemen ASN).
Setelah dihasilkan infografis
tersebut maka dalam melaporkan

kepada Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang

dilakukan dengan komunikasi yang
baik dan dengan periiaku yang
sopan, hormat sesuai etika yang
benar (Etika Publik).

Koordinasi bersama BDTI DPR Rl

merupakan bentuk kerja sama yang
sinergis guna menghasilkan hasil
yang baik dan Ideal (Whole of
Government). Setelah
berkoordinasi dengan BDTI DPR Rl
maka penyajian/publikasi data
digital Info Judicial Review melalui
website dan media sosial

(Instagram) Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
kepada masyarakat dan Anggota
DPR Rl merupakan sebuah bentuk
akuntabilitas/pertanggungjawaban

horizontal dan akuntabilitas vertikal

(Akuntabilitas) yang tentunya
dilakukan secara profesional oleh

Analis Hukum (Manajemen ASN).
Penyajian berupa infografis juga
merupakan inovasi yang efektif dan



efisien bagi masyarakat dan
Anggota DPR Rl (Komitmen Mutu)
guna memenuhi kebutuhan
masyarakat dan Anggota DPR Rl
terkait informasi ketentuan pasal

dalam suatu undang-undang yang
pengujiannya dikabulkan oleh
Mahkamab Konstitusi (Pelayanan
Pubiik)



I. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja

Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan

Isu

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

1. Penyajian Data Digital Info Judicial Review kepada Masyarakat dan

Anggota DPR Rl masih dalam bentuk Teks Narasi.

2. Media Penyimpanan Data dan Media Sharing Materi

Narasumber/Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam Proses

Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-

Undang masih hanya menggunakan Electronic Mail (E-Maif); dan.

3. Media Penyimpanan Database perihal Daftar Nama, Kontak dan

Keterangan Narasumber atau Pemangku Kepentingan

(Stakeholders) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian,

Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan

Electronic Mail (E-Maif).

Penyajian Data Digital Info Judicial Review kepada Masyarakat dan

Anggota DPR Rl masih dalam bentuk Teks Narasi.

Penyajian Infografis mengenai Info Judicial Review atas Hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi yang Singkat, Cepat, Akurat, dan Mudah Diakses



No. Kegiatan

Konsultasi

dengan Kapus
Panlak UU

sebagai
Mentor

Tahapan Kegiatan

Penyampaian konsep
kegiatan aktualisasi
kepada Kapus Panlak
UU;

Pengerjaan dan
penyempurnaan konsep
kegiatan aktualisasi
sesuai arahan Kapus
Panlak UU;

Melaporkan hasil
penyempurnaan konsep
kegiatan aktualisasi
kepada Kapus Panlak
UU.

Output/Hasil

Dokumen laporan
hasil konsultasi

konsep kegiatan
aktualisasi dengan
Kapus Panlak UU
selaku mentor;

Dokumen hasil

penyempurnaan

konsep kegiatan
aktualisasi sesuai

arahan Kapus
Panlak UU;

Dokumen konsep
kegiatan aktualisasi
hasil koreksi dan

arahan Kapus
Panlak UU.

Keterkaitan SubstansI

Mata Pelatihan

Penyampaian konsep

kegiatan aktualisasi atas
inovasi yang menciptakan

efektivitas dan efisiensi

kinerja (Komitmen Mutu)
yang akan penulis lakukan

disampaikan dengan

penuh rasa hormat,

sopan, dan santun

(Nasionaiisme Siia ke-2

dan Etika Publik) kepada

Kapus Panlak UU selaku
mentor Penulis untuk

meminta restu, saran,

serta bimbingan atas
kegiatan aktualisasi yang

akan penulis lakukan

Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi

1. Kegiatan ini
mendukung visi
organisasi yaitu
terwujudnya
Puspanlak UU yang
profesional dan
akuntabel dalam

memberikan dukungan
keahllan kepada DPR
Rl dalam

menyelenggarakan
fungsi pengawasan
yang aspiratif dan
akuntabel.

2. Rangkaian kegiatan ini
mendukung salah satu
misi organisasi yaitu
mewujudkan kualitas
pemberian dukungan
keahlian kepada DPR

Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan ini menerapkan
nilai-nilai Instansi,
sebagaimana berikut:

Reiigius, salam saat
berkomunikasi dengan rekan
maupun sebelum dimulainya
rapat dan kegiatan ini
dilakukan tidak terlepas dari
nilai-nilai ajaran agama
perihal sifat dan sikap tingkah
laku yang balk;
Akuntabel, sumber data
yang penulis kumpulkan jelas
dan dapat
dipertanggungjawabkan;
Profesional. terdapat
keterlibatan pihak lain sesuai
dengan kompentensinya
masing-masing; dan



- Dokumentasi

sesuai dengan Etika
Profesi (Manajemen

ASN).

Setelah diberikannya
saran, masukan dan

arahan terhadap konsep
kegiatan aktualisasi yang

akan dibuat oleh Kapus
Panlak UU, Penuiis

kemudian melakukan

pengerjaan

penyempurnaan konsep
kegiatan aktualisi dengan
teliti, cermat, serta

membutuhkan disipNn

tinggi (Komitmen Mutu,
Anti Korupsi) agar dapat
membehkan hasil yang

sesuai dengan arahan
(Etika Publik dan
Komitmen Mutu) dengan
penuh tanggungjawab

(Akuntabilitas).

Selanjutnya, Penuiis
melaporkan kembali
konsep aktualisasi yang

telah disempumakan

sesuai arahan dengan
penuh hormat dan sopan
(Etika Publik) sebagai

daiam penanganan
perkara pengujian
undang-undang
terhadap UUD Tahun
1945 yang profesional,
tepat waktu akuntabel,
dan sesuai ketentuan

peraturan perundang-
undangan.

Integritas, tercermin dsri
komitmen penuiis untuk
melakukan dan

menyelesaikan kegiatan ini
dengan sungguh-sungguh.



Pengumpulan
Data Bahan

Materi

Pembuatan

Info Judicial

Review atas

hasii Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Pengumpulan Info
Judicial Review atas

hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi

Diskusi untuk

berkoordinasi

bersama dengan
Analis Hukum yang
bertanggung Jawab
dalam penanganan

perkara pengujian
undang- undang
terkait di sidang
Mahkamah Konstitusi

Konsultasi untuk

melaporkan
data/bahan materi

yang akan dijadikan
Infografis Info Judicial
Review kepada Kapus
Panlak UU selaku

Mentor

Dokumen Info

Judicial Review

atas hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi;

Dokumen hngkasan
mateh pembuatan
Info Judicial Review

atas hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi; .

Keseragaman
pemahaman antar
Penulis dan Analis

Hukum yang
bertanggung jawab
dalam inventarisasi

data Info Judicial

Review atashasil

Putusan Mahkamah

Konstitusi

Dokumen laporan
hasil konsultasi

data/bahan

Infografis Info

bentuk pertanggung

jawaban vertikal penulis
kepada Kapus Panlak UU
(Akuntabilitas) untuk
kemudlan dilakukan

pengumpulan data dari
konsep aktualisasi yang
akan penulis lakukan.

Selanjutnya, dalam
mengumpulkan data Info
Judicial Review atas hasil

Putusan Mahkamah

Konstitusi pasal/ayat yang

dibatalkan oleh putusan

MK dan menelaah materi

yang akan dilakukan
kajian, maka dibutuhkan
nilai kejelasan
(Akuntabilitas), yaitu

mengetahui apa yang
menjadi Tupoksi
Puspanlak UU, serta

transparansi
(Akuntabilitas) mengenai

data-data atau materi yang
akan dipelajah untuk
dijadikan sebuah
infografis. Selain itu,
diperlukan juga rasa jujur

dan tanggung jawab
(Ant! Korupsi) dalam
proses pengumpulan data
dan penelaahan materi

Kegiatan ini menerapkan
nilai-nilai Instansi,
sebagaimana berikut;

Religius, kegiatan ini
dilakukan tidak terlepas dari
nilai-nilai ajaran agama
perlhal sifat dan sikap tingkah
laku yang balk;
Akuntabel. pengumpulan
data dilakukan dengan penuh
tanggung jawab sebagai
bentuk transparansi dan
pertanggungjawaban;
Profesional, terdapat
keterlibatan Analis Huku

lainnya sesuai dengan
kompetensi keahliannya; dan
Integritas, tercermin dari
komitmen penulis untuk
melakukan pengumpulan
data dengan jujur dan
sungguh-sungguh.



Menyusun/me
mbuat

infografis Info
Judicial

Review atas

hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Membuat hngkasan
substansi Infografis Info
Judicial Review

Menyusun/Membuat
Infografis dari Info
Judicial Review atas

hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi;

Melapor untuk
konsultasi terkait

infografis Info Judicial
Review atas hasil

Putusan Mahkamah

Konstitusi;

Melakukan perbaikan
Infografis sesuai arahan
Kapus Panlak UU
selaku mentor;

Menyerahkan kembali
hasil perbaikan kepada

Judicial Review

kepada Kapus
Panlak UU selaku

Mentor

Dokumen

ringkasan
substansi Infografis
Info Judicial

Review

Dokumen {hard
copy) dari infografis
Info Judicial Review

atas hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi yang
telah dibuat;

Dokumen laporan
hasil konsultasi

infografis Info
Judicial Review

atas hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi dengan
Kapus Panlak UU
selaku mentor;

agar data yang disajikan
dapat tervalidasi dengan
balk.

Terakhir dalam kegiatan
ini, tahapan pembelajaran

dan penelaahan materi
dilakukan dengan cermat

(Komitmen Mutu) demi

terclptanya sebuah

infografis yang
bermanfaat.

Setelah pengumpulan

data, penulis kemudian

diberikan kepercayaan
(akuntabilitas) oleh

Kapus Panlak UU selaku
mentor untuk membuat

infografis dari Info Judicial
Review atas hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi

tersebut untuk selanjutnya
dikerjakan dengan terlebih

dahulu menentukan target
penyeiesaian dengan

berorientasi mutu terbaik

pada output yang
dihasilkan (komitmen
mutu). Draft awal yang

dihasilkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban

(akuntabilitas) untuk
dikonsultasikan dan

Kegiatan ini menerapkan
nilai-nilai Instansi,
sebagaimana benkut:

Religius, salam saat
berkomunikasi dengan
mentor (Kepala Puspanlak
UU) dan kegiatan ini
dilakukan tidak terlepas dari
nilai-nilai ajaran agama
perihal sifat dan sikap tingkah
laku yang baik;
Akuntabel, sumber data
yang penulis pakai dalam
pembuatan infografis jelas
dan dapat
dipertanggungjawabkan;
Profeslonal, terdapat
keterlibatan pihak lain sesuai
dengan kompentensinya
masing-masing; dan
Integritas, teroermin dari
komitmen penulis untuk untuk
melakukan dan



mentor

Puspanlak UU).
(Kepala Dokumen

perbaikan hasil
pembahasan
dengan mentor
(Kepala Puspanlak
UU):

Dokumen final yang
telah diperbaiki
berdasarkan hasil

pembahasan
dengan mentor
(Kepala Puspanlak
UU).

diisempurnGkan oleh

Kapus Panlak UU selaku
mentor.

Adapun dengan
dtlakukannya konsultasi

dan perbaikan

(Komitmen Mutu) dengan
Kapus Panlak UU selaku
mentor yang dilakukan

dengan penuh rasa
hormat dan sopan (Etika

Publik), akan
menlmbulkan hubungan

kerjasama (Nasionalisme
Sila ke-2) yang baik dalam
menghasilkan suatu
produk yang berkualitas
(Komitmen Mutu).

Selain itu, tahapan

kegiatan pembuatan

infografis percobaan dan
penyerahan perbaikan ini
juga membutuhkan
disiplin (Nasionalisme,
Etika Publik, Anti

Korupsi) yang tinggi agar

semuanya dapat
terselesalkan dengan
tepat waktu sesuai
dengan arahan Kapus
Panlak UU serta target

yang berorientasi mutu

menyelesaikan pembuatan
infografis percobaan ini
dengan sungguh-sungguh.



Pemaparan
publikasi

infografis Info
Judicial

Review atas

hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi

kepada
seiuruh

internal

Puspanlak UU

Menyiapkan materi
rapat finalisasi kegiatan
aktualisasi dengan
melakukan konsultasi

dengan Kapus Panlak
UU seiaku Mentor,

Melaporkan hasil
konsultasi perbaikan
sesuai arahan Kapus
Panlak UU untuk

diperbaiki kembali
sebelum dilakukan

pemaparan kepada
seiuruh internal

Puspanlak UU;

Penjadwalan rapat
internal dengan TU;

Memaparkan hasil dari
infografis Info Judicial
Review atas hasil

Putusan Mahkamah

Konstitusi yang telah
diperbaiki dan
difinalisasi sesuai

arahan Kapus Panlak
UU ke seiuruh internal

Puspanlak UU.

Dokumen laporan
hasil konsultasi

Infografis Judicial
Review Putusan

Mahkamah

Konstitusi dengan
Kapus Panlak UU
seiaku Mentor.

Dokumen laporan
hasil perbaikan:

Surat Undangan
Rapat

- Daftar Hadir Rapat

- Laporan singkat
hasil pemaparan
sosialisasi publikasi
infografis Info
Judicial Review

atas hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi.

- Dokumentasi

(Komitmen Mutu) yang

telah ditentukan

sebelumnya.

Sebelum dilakukan

pemaparan terhadap

publikasi infografis penulis
menyiapkan bahan materi

pemaparan dengan penuh
tanggung jawab

(Akuntabilitas) agar tidak
memberikan informasi

yang salah (Manajemen
ASN) ketika disampaikan

kepada seiuruh internal

Puspanlak UU.

Setelah menyiapkan

bahan materi, sebaga

imana rapat pada

umumnya, penulis
melakukan penjadwalan
kepada TU Puspanlak

dengan sopan dan santun
untuk meminta bantuan

(Nasionailsme)

penjadwalan kegiatan

pemaparan publikasi
infografis Info Judicial
Review atas hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi ini

kepada seiuruh internal
Puspanlak UU.

Kegiatan ini menerapkan
nilai-nilai Instansi,
sebagaimana berikut;

Reiigius, salam saat
kegiatan pemaparan akan
dimulai dan kegiatan ini
dilakukan tidak terlepas dari
nilai-nilai ajaran agama
perihal sifat dan sikap tingkah
laku yang baik;
Akuntabel, sumber data
yang penulis pakai dalam
persiapan pointer mateh
sosialisasi jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Selain itu, pemaparan ini juga
merupakan bentuk
pertanggungjawaban penulis
akan infografis yang penulis
hasilkan kepada seiuruh
internal Puspanlak UU;
Profesional, terdapat
keterlibatan pihak lain sesuai
dengan kompentensinya
masing-masing; dan
Integrltas, tercermin dari
komitmen penulis untuk untuk
menyelesaikan dan
memaparkan hasil
pembuatan infografis Info
Judicial Review atas hasil

Putusan Mahkamah

Konstitusi ini dengan



Publikasi

dengan
mengunggah
(upload)

infografis

- Menyiapkan bahan
yang akan diunggah
sesuai hasil konsultasi

dan perbaikan terakhir
dengan Kapus Panlak
UU;

Dokumen Infografis
yang dipublikasikan
di website dan

instagram
Puspanlak UU;

Setelah jadwal disetujui,
kegiatan pemaparan
kemudian penulis lakukan
dengan komunikasi yang

baik dan sopan serta
penuh rasa hormat

(Etika Publik) tanpa

membedakan status dan

jabatan (Nasionalisme)
seluruh internal Puspanlak

UU.

Adapun, dengan

diiakukannya pemaparani

terhadap seluruh internal
Puspanlak UU, pembuatan

infografis ini nantinya
diharapkan dapat secara
konsisten, efektif, dan

efisien (Akuntabilitas,
Pelayanan Publik)
dilakukan di Puspanlak UU

sebagai bentuk suatu
pembaharuan yang dapat

bermanfaat bagi

pencapaian visi dan misi
dari Puspanlak UU
(Komitmen Mutu).

Sebelum dilakukan

unggah dokumen
infografis dalam sebuah
rapat yang dipimptn oleh
Kapus Panlak UU dengan

sungguh-sungguh;

Kegiatan ini menerapkan
nilai-nilai Instansi,
sebagaimana berikut:

Religius, saiam saat
memulai rapat atau diskusi



berkoordinasi

dengan
Bidang Data
dan Teknologi
Informasi

(selanjutnya

disebut BDTI)
dalam rapat
yang .diplmpin

oleh Kapus

Panlak UU

Penjadwalan waktu
rapat ke bagian Tata
Usaha (TU Puspanlak)

Presentasi dengan
BDTI untuk melakukan

publikasi berupa
pengunggahan hasil
infografis Info Judicial
Review atas hasil

Putusan Mahkamah

Konstitusi di website

Puspanlak UU
(puspanlakuu.dpr.go.id).

Melaporkan hasil rapat
infografis dengan BDTI
kepada Kapus Panlak
UU

- Jadwal rapat yang
telah disetujui;

- Surat Undangan
Rapat

- Daftar hadir rapat.

- Laporan singkat
rapat BDTI

- Dokumentasi

3DTI (Nasionalisme Sila
ke-2, Whole of

Government) terlebih

dahulu akan penulis
siapkan bahan berbentuk
pointer materi yang akan

dipresentasikan sesuai
arahan Kapus Panlak UU
selaku mentor agar

terdapat gambaran jelas
terkait apa yang menjadi
tujuan dan hasil yang
diharapkan untuk

dipertanggungjawabkan
dari presentasi ini

(Akuntabel)

Selanjutnya, penulis
meminta bantuan secara

sopan dan santun (Etika
Publik) kepada TU
Puspanlak untuk
melakukan penjadwalan
rapat koordinasi dengan
BDTI karena dengan
terjadwalnya rapat, hal ini
menunjukkan keseriusan
dan sikap

profesionalitas
(Manajemen ASN) dari

penulis.

Setelah jadwal rapat
tersebut disetujui,

dan kegiatan ini dilakukan
tidak terlepas dari nilai-nilai
ajaran agama perihal sifat
dan sikap tingkah laku yang
balk;
Akuntabel, terdapat daftar
hadir serta sumber data yang
penulis pakai dalam
persiapan bahan materi jelas
dan dapat
dipertanggungjawabkan;
Profesionai, terdapat
keterlibatan pihak lain sesuai
dengan tugas dan fungsi
masing-masing: dan
integritas, tercermin dari
komitmen penulis untuk untuk
melakukan dan

menyeiesaikan ini kegiatan ini
dengan sungguh-sungguh.



dilakukan rapat dengan

BDTI untuk melakukan

publikasi dengan
menggunggah hasil
infografis Info Judicial
Review atas hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi di

website Puspanlak UU
(puspanlakuu.dpr.go.id)
sebagai bentuk
transparansi dan
tanggung jawab atas
pekerjaan penulis pada
publik yang dapat diakses
dimana saja.
(Akuntabilitas, Anti
Korupsi, Pelayanan
Publik)

Penulis kemudian akan

melaporkan kembali
dengan rasa hormat dan
sopan santun (Etika
Publik) kepada Kapus
Panlak UU selaku mentor

atas hasil rapat dengan
BDTI ini untuk kemudian

diberikan masukan dan

bimbingan (Komitmen
Mutu) atas infografis yang
telah dilakukan publikasi

dan pengunggahan
tersebut.



Testimoni

Infografis Info
Judicial

Review atas

hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Melapor kepada Kapus
Panlak UU terkait hasif

final Infografis untuk
diberikan testimoni

Menyusun
video/dokumen

testimoni

Dokumen infografis
Info Judicial Review

atas hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi yang
akan diberi

testimoni

Video testimoni

manfaat infografis
Info Judicial Review

atas hasil Putusan

Mahkamah

Konstitusi yang
dirasakan

Dalam tahap kegiatan
testimoni infografis ini,
pertama-tama Penulis
akan berkonsultasi

(Nasionalisme) terlebih
dahulu dengan Mentor

terkait finalisasi infografis
Info Judicial Review atas

hasil Putusan Mahkamah

Konstitusi, adapun
konsultasi ini penulis
lakukan dengan penuh

rasa hormat dan sopan

(Nasionalisme) dengan
tentunya menyiapkan juga
sejumlah infografis yang

telah dibuat dengan

cermat (Etika Publik) dan
penuh tanggung jawab

(akuntabititas) untuk
diberikan kemudian dibuat

video testimoni,

Setelah terkumpulnya

video tersebut, penulis
akan menyusun
video/dokumen testimoni

itu untuk dapat meiihat
manfaat yang akan
diberikan dari infografis
ini bagi Anggota DPR

dan internal yang

membutuhkannya.

Kegiatan ini nenerapkan
nilai-nilai Instansi,
sebagaimana berikut:

Religius, salam saat
kegiatan akan bertemu para
pihak yang dapat melakukan
testimoni dan kegiatan ini
dilakukan tidak terlepas dari
nilai-nilai ajaran agama
penhal sifat dan sikap tingkah
laku yang baik:
Akuntabel, sumber data
yang penulis pakai dalam
membuat infografis dan video
testimoni jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan;
Profesional, terdapat
keterlibatan pihak lain sesuai
dengan kompentensinya
masing-masing; dan
Integritas, tercermin dari
komitmen penulis untuk untuk
menyelesaikan dan
memaparkan hasil
pembuatan infografis Info
Judicial Review atas hasil

Putusan Mahkamah

Konstitusi ini dengan
sungguh-sungguh.
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• Desktop ^

4 Downloads
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Adobe Acrobat Dogj ,
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nAFTAB IMFO JUDICIAL REVIEW ATftS HASIL PUTUSAN MAHKAMAH

KONsnrusi

A. PUTUSAW TAHUN 2019

1. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTUUSI NOMOR 87/PUU-XVI/M1B

• Wattu Pwnbacaan Pututan

25 Apnl 2019

• Undtng-Undang

Undang-Uodang Nomor 5 Tafiun2014 tentang Aparatur Sipil Negara

• PatnoAon

Hendnk. B Sc (pegawai negan sIpil) yang dtwakili oleh kuasa nukumnya

NurniadJUo, S.H., M.H dan kavraf>-kawar\ dan Kantor Hukum Lembsga

Konsultaw dan Bantuan Hukum KORPRI

• PaMi yang Diufi

Pasal 87 ayat (2>

'PNS dapar dibertienlikan dengen homat atau Mak dibertientikan kamna
ahukum peniara berdasarkan pwusan pengadllan yang lelah mewHih
kekualan nukum tetap karena welakukan tindak pidana dengan tiukuman
pidana peniara paling singkat 2 Idua) tahundan pidana yang c^akukan
tiOak berencana'

Pasal 87 «yat (4) huruf b

PNS dapat dibertientikantidak dengan normal karena
b dinukum penyara atau kurungan berdasarkan pulusan pengadllanyang
telah memiliki kekualan hukum teiap karena melakukan tindak pidana
keiahatan labalan atau trndak pidana keiaftatan yang ada hubungannya
dengan /abaian dan/aiau pidana umum.

PaNi 87 ayat (4) huruf d

d dihukum peniara berdasarkan putusan pengadllanyang telah memiliki
kekjalan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dsngan pidana
pen/arapaling $ingkai 2 (dua)tahundan pidanayang dilakukan dengan
t)erencana

PaMi 87 ayat (4) huruf d

TidaK beraiasan menurul hukum

• Sann/R««om*ndasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Umlang

Sahwa untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat

(1) huruf d. Pasal 10 ayat (2). dan Pasal 23 ayat (i) huruf b Undang-

Undwig Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraiuran

Perundvig-Undangan. Pusal Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

memt>enkan saran sebagai benkut'

1) Menmdaklanjuti Pulusan MK Nomor 87/PUU-XVI/201B sebagai

bahan dalam peryusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka

2) Menndaklaniuti Putusan MK f+omor e7/PUU-XVl/20i8 sebagai
acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU ASN

^ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR20/PUU-XVIV2018

• Waktu Pembacain Putuwn

28 .^arei 2019

• Undang-Undang

Undang-Undang Nomor7 Tahun 2017 tentang PemllihanUmum

PmotYon

Perttumpoian Untuk Pemilu dan Oemokrasi (PERLUDEM) yang diwakili

oleh TIti Anggran salaku Drektur EksekuOf PERLUDEM, Hadar Nafis

Gumay. Fen Amsan. Augus Hendy. A Murogi Bin Sabar, Muhammad

Nuhjl Huda dan Sutnsno. yang dikuasakan kepada Prof Denny

Indrayana. S H, LLM. Ph D dkk. yang nwupakan advokai dan

kunsulian hiAum di indrayana Centre for Government. Consfrfofwn and

Soaely (INTEGRITY)

r«tuuji

Pdsal 1 ayat (3). Pasal 27 ayat (1), Pas^ 280 ayat (1), dan Pasal 281
ayat (2) UUO Tahun 1945

Pwttmbangan dan Putusan Hakim

Pasal 87 ayat (2)

Tidak beralasan menurut hukum

Pasai 87 ayai (4) hunif b

Ketwradaan frasa 'dan/atau pidana umunf dalam Pasal 87 aya« (4)

hurut B(elan menimbulkanketidakpastian hukum seiia membuka peluang

lariimya ketidakadilan sehingga bertantangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 Karena itu. meskipun Pemotion tidak secara khusus

mendalilkan pertentangan Pasal 87 ayai (4) fnauf & UU ASN dikaitkan

dengan frasa 'dan/atau (ndana umurrf namun oteh karena frasa
dimaksud mempakan satu kesatuan dengan norma Pasal 87 ayat (4)

huruf b UU ASN dan oleh karena telah terbukU bahwa frasa 'danJalau

pidanaumunf dimahsud telah menimbulkan ketJdakpastian hukum maka

dalil Pemohon yang leiiifflt dengan norma pasal a (joo adaiah beraiasan

menurut hukum sepanjang berkenaan dengan frasa 'dan/atau pxiana

umunf

Menyatakan frasa "dan/atau pidana umurrf dalam Pasdl 87 ayat (4)
huruf 0 Undang-Und»ig Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SiptI
Negara (Lembaran Negara RepuUik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.
Tambahan Lembaran Negara RepuW* indorwsia Nomor 5494)

bertentangan dengan Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikai. sehingga

Pasal 87 ayat (4) huAjf b Undang-Unoang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara menjadi oerbunyi. -cW)u*u/n pen/ara atau kuwngan

berdasarkan pulusan pengadilan yang telart memikki kekualan tiukum

letap kai^na melakukan tmdak pidana ke/ahatan /abatan atau hndak
pidana ke/ahatanyang ada tiubungannya dBngan labalan".

Pasal yang DIujI

Pasal 210 ayit (1)

Daftar pemiitt tetap sebagaimana dimaksud dafam Pasal 208 ayat (2)
dapet dilengkapi daftar pemrfi/i lambatian palutg lambai 30 (Oga polub)
nan sebeium ban pemungulan suara

Pasal 348 lyat (4) dan ayat (9)

Pemiliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan
haknya unluk memM
a cafon anggola DPR apabila pindah memlih ke kabupaten/koia lain

dalam saiu provmsi dan di daerab pemUbannya.
b caion anggofa OPO apabita pindari memiih ke kabupaten^a lain

dalam salu provmsi:

a Pasangan Caion apabila pindab memilib ke pminsi lam atau pindafi
memiiih ke sualu negara.

d caion anggola DPRDProvinsipindab memilib ker kabupaten/koia lain
dalam salu provinsi dan di daerati pemilihannya. dan

e caion anggola DPRDKabupaien/Kota pindan memlih ke kecamalan
lain dalam salu kabupaten/kota dan di daerab pemhhannya

f Penduduk yang telab memiikinak pilib sebagaimana dima'rsud pada
ayai (II hurul d dapal memihn di TPS/TPSLN dengan menggunakan
kartu tanda penduduk elektronik

Pasal 350 ayat (2)

TPSsebagaimana dimaksudpada ayai (l) cMan(u«can k^asinya d lempat
yang mudah diiangkau. lerrrtasuk oteh penyandang disaMHas. tidak
menggabungkan desa. dan rrtemperhatikan aspek gecgralis serta
menjamin seiiap Pemihh dapal memOenkan suaranya secan langsung
bebas. dan rabasia

Pasal 383 ayat (2)

PertHlungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (f) hanyaMkukan
dan sefesai dt TPSTPSLN yang bersangkutan pada ban pemongofar»
suara

BatuUJI

Pasal 27 ayat <1). Pssal 28C ayai (2). Pasal 280 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 22E ayai <1). dan Pasal 281 ayat (2)dan ayai (4) UUD Tahun1945

Peftimbangan dan Putusan Hakim

Pasal 210ayat (1)(Perlhal BatasWaktu Pandaftaran Pemiliti PIndah
Memlllh



ayat (1) UU a quo talah menimbulkan kstidaKpastian hukum Dagi

pengguna tenaga iisthk

Inkcmstrtusjonalitas Pasal 1 angka 23 Oan Pasal 52 ayai (1) UU PDRD

Mak laitas mengaKibatkan psnggunaan tenaga llsthk tidaK dapat

dikenai pajak. Pangenaan pajaknya hams diatur dalam undang-

undangdangan nomenklatur atau istilah yanglebih tepat

Pasal 52 ayat (2)serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDO^'.iaak

iBpeH (H^askan dwr Pasal 52 ayat <1^ Pasal 1 angka 28 UU

PDRD. stfimgga Mahkan::;];, menyatakan Pasal 52 ayat (2) serta

Pasal 55 3^^ [2] dan ayat (3) UU PDRD bertentangan dengan UUO

1945 serta tidak memiltki kakuatan hukum mengikat

Uenyatakan Pasal i angka 28. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).

serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang P^ak Daerah Dan Retrlbusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) berteritangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945 dan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Uenghindan kekosongan hukum dalam pengenaan pajak, Mahkamah

Konstltust memeriniahkan Kepada pembentuk undang-undang untuk

membentuk ketentuan baru sebagai dasar bagi pengenaan pajak

terhadap penggunaan listnX. khususnya penerangan lalan. balk yang

dihasilkan sendin maupun dar> sumber lam selain yang diha»lkan oleh

pemenntah (PT PLN). dalam jangka waktu pating lama 3 (tiga) tahun

seiak diticapkannya putusan ini (dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) tahun sejak diucapkannya putusan ini UU PDRD masih beriaku

sebagai dasar pengenaan PPJ)

Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 2B, Pasal 52 ayat (1) dan

ayat (2). serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor

2B Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Rethbusi Oaerah

(Lembaran Negara RepuDlik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) masih

tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesua dengan

^enggang waktu sebagaimana yang telah ditentukandalam putusan ini

Pasa( yang Diuji

Pas«<7ayat (1)

'PerKawnan hanya diizinkan /ika pihak pna suOah mencapai umur 19
(semMan betas) tahun dan pihak wanta suciah mencapai umur 16 (anam
betas) tanun~

BatuUJi

Pasal 27 ayat (1) UUO Tahun 1945

Pertfmbangan dan Putusan Hakim

- Pembedaan batas usia minimal uaa perkawinan antara laki-laki dan

persmpuan dahulunya merupakan sebuati kesepakatan naskinal.

namun dalam perkembangan nukum dan konstitusi Indonesia lidak

relevan lag! karena terkategon saoagai kebijakan hukum yang

disknminatif

Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam betas)

tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tefiun '1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norrwr 3019)

t eitenlangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan Qdak mempunyai kekuatan hukum mengikat

- Uahkamah Konstitusi tidak serta merta .dapat menentukan berapa

batas usia minimal perkawinan. karena penentuan batas usra

perlowinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-

undang

- Pembentuk undang-undarg harus secara cermat memastikan bahwa

k^ijakan yang diambil tidak menimbulkan ketidakpastian hukum

tertiadap perimdungan h» anak sebagai Dagian dan hak asasi

manusia. Ketidakpastian hukum mana akan mimcul karena adanya

perbedaan dalam menenlukan batas usia anak Pembentuk unclar>g-

undang dituntut untuk kons<sten dalam menentukan pilihan kebijakan

huKumnya terkait usia anaKdimaksud

Memeriniahkan kepada pembentuk ..^ang-undang untuk

dalam jangka waktu paling lam'' ^,iga) tahun metakukan perubehan

terfiadap Unn-?'--^ vjitdang Nomor 23 Tafiun 2009 tentang Pajak

Dan Ratnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049) khususnya berkenaan dengan pengenaan

pajak terhadap penggunaan listnk baik yang dihastlkan sendirl

maupun yang dihasilkan dari sumber lain seiain yang dihasilkan oleh

pemenntah (PT PLN)sejak putusan midiucapkan

• Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelakaanaan Undartg-

Undang

Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 1Q ayat

(1) hunjf d. Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) hunjfb UU No 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang membenkan saran

sebagai benkut

1)Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 sebagai bahan

dalam penyusunan Pnslegnas Daftar KumulatrfTerbuka.

2)Menindaklanjuli Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 sebagai acuan

dalam penyusunan Rancangan Pembahan UUMK

4 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017

• Waktu Pefnbacaan Putusan

13 Oesember 2018

• Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

• Pemotion

Endang Washnah, Maryanti. dan Rasmin^ yang oalam hal Ini diwakili

oleh kuasa hukumnya yaitu Supriyadi Wklodo Edyono. S.H., dkk. Advokat

pada sekretariat Koalisi 18+

- Mankamah Konstitusi tidak serta merta akan menyatakan Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD

Tahun 1345 dan tidak memiliki kakuatan hukum mengikat

- Uahkamah Konstitusi memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)

tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan pembahan

kebijakan hukum terltait batas minimal usia pehowinan, khususnya

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 Sebelum

dilakukan pembahan dimaksud. ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974

masih tetap berlaku

Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Unddng Nomor 1

Tahun 1974 tentang PerKawinan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengen

dilakukan pembahan sesuai dengan tenggang waktu setjagaimana

yang telah ditentukan dalam putusan ini

Memenntahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun metakukan perubafian

terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentaig Perlcawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019),

khususnya behcenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi

perempuan

- Apabla dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang- undang

masih belum melakukan perubahan tertiadap batas minimal usia

perkawinan yang berlaku saat ini. demi untuk membenkan kepastian

hukum dan mengeiiminasi disknmtnasi yang ditlmbulkan oleh

ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perlcawinan

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974

dihannonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU

Pedindungan Anak dan dibertakukan sama bagi laki-laki dan

perempuan

• O^il pennohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU

1/1974 telah menimbulkan disknminasi atas dasar }enis kelamin atau

gender yang berdampak temadap t)dak lerpenuhmya hak anak



4] Dalll Pemohon Pasal 11 a/at (1j beserta penielasannya bertentangan

<tengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1j UUD NRI Tahun

1945

Pendapal MK pertimbangan MK lertiadap inkonsbtusionalitas Pasal

10 Ouican barkenaan dengan benluk hukum pengesahan sualu

perianjian intemasional yang memQersyaratkan parsetujuan DPR.

maka hal tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil para Pemohon

penhal inkonsUtusionalitas Pasal 11 ayat (1) beserta penjelasannya

Putusan MK tidak beralasan menurut hukum

• Saran/Rakomandasi Pusat Pamantauan Palaksanaan Undang-

Undang

Bahwa Eierdasarkan Pasal 10 ayat (1) nuruf d, Pasal 10 ayat (2). dan

Pasal 23 ayat (1) huruf b Urdang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perurdang-Undangan adalah sebagai berikut

1) Menmdaklanjuti Putusan MK Nomor l3/PUU-KVIf201B seOagai banan

dalam penyusunan Proiegnas Daflar Kumulattf Terbuka:

2] Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 13/PUU-X\/I/2018 seOagai bahan

acuan dalam penyusunan Rancangan perubahan UU 21/2000.

6 PUTUSAN MAHKAUAH KONSTFTUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018

• Waktu Pambacaan Putusan

23 Juli 201 a

• Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (entang Pamlllhan Umum

• Pemohon

Muhammad Hafidz

Pasal yang Dtu|i

Pasal 182 huruf I:

'Perseorangan seOagaimana Oitnaksud dalam Pasal 1B1 tiapat menjadt
Peseria Pemilu setelah memenuhi persyaralan:

1} Menindaklanjuti Putusan UK Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagai b^an

dalam penyusunan Proiegnas Daflar KumulatifTerbuka.

2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/201B sebagai acuan

dalam penyusunan Rancargan Perubahan UU PEMILU.

7 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/201B

• Waktu Pembacaan Putusan

23 JutI 2018

• Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

• Pemohon

Erik Fitiiadi, SH.. MKtah Fand, A. Wahab Suneth, SH., Iwan Setiyono,

S P.. Akbar Khadafl. S Pd., Turki, S.H.. Mu'ammar dan Habloel Mawadi,

S H., U.H (sa(an|utnya disebut Para Pemohon), yang diwakili oleh kuasa

hukum para Pemohon yang araih dan Or Henj WkJodo, S H., M Hum.,

Oamrah Mamang, SH., M.H. KPPA, Ferry Finnan Nurwahyu, S H., R.

Ahmad WaJuya Muharram. SH. Irfan Nadlra Nasution. SH.. Anfudin.

S H., M H , M. Fahruddin, S H . M.H., dan Andy Ryza Fardiansyah, S.H

yarg kesemuanya advokat dan konsultan tiukum dalam Lembaga

Bantuan Hukum Syarikat Islam

• Pasal yang Dluji

Paul 10 ayat (1) huruf c

'Jumlah anggota
KPU Kabupaten/Kola sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) arang'

Pasal 21 ayat (1) tiuruf k
"Syaraj untuk menjadi calan anggota KPU. KPU Provinsi. atau KPU
Kabupaten/Kaia adalah
Bersedm mengundurKan din dan kepengurusan organisaai
kemasyaraka/an yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum
apatila lelah lerpilih meniadi anggolB KPU. KPU Provinsi. dan KPU

Kabupaten/Kota. yang dibuktikandengan sural pemyataan "

Pasal 44 ayat (1) tiuruf b

(11 bersedia untiil< Mak berpraMik sebagai akuntan publik. advoKat.
nolans. pejabat pambuat akta tana/i, dan/atau lidak meialtukan oekerjaan
penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan Houangan Negara
serta pekeqaan lam dapat menimbulkan konHik /tepenf/ngan dengan
lugas. wewenang. dan hak seoagai anggota DPO sesuai dengan
ketentuan peraturan pewndang-undangan "

8atu Uji

Pasal 280 ayat (1) UUD Tahun 1945

Pertlmbangan dan Putusan Hakim

Oengan pertimbangan yang menekankanpada hakikat kaberadaan DPO

serta pertedaan antars anggota DPOdan anggota DPR demikiantampak

lelas bahwa Uahkamah tIdak mangubah pendiriannya sebagaimana

ditegaskan dalam putusan sebelumnya. m casu Putusan Mahkamah

Kosntitusi Nomor 10/PUU-VI/22008, bahwa anggota DPD bukan berasal

dari partai politik

Oleh karena rtu Mahkamah panting manegaskan bahwa perseofangan

warga negara Inoonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota OPD

tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik sehingga Pasal

182 huruf I UU Pemilu harus flimaknai sebagaimana tertuang dalam amar

putusan ini

Frasa "pekerjaan lain' dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

RepuDIlk Indonesia NoiDor 6109) Denentangan dengan UUD 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang

tidak dimaknai mencakup puia pengunjs (fungsionans) partai polltik

Saran/Rekomendasi Pusat Petnantauan Pelaksanaan Undang-

Undang

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2). dan

Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomof 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peratufan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran seOagai benkut

'Rapot plena KPU Kabupaten/Kota sati dalam bal
Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota bequmiat' 3 (tiga) orang Ditiadm
oleh selunih anggota KPUKabupaten/Kotayang dibuktikan dengan daflar
hadir^

Pasal 44 ayat (2) huruf b
'Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kola sah dalam hal
Jumlah KPU Kabupalen/Kota beoumlah 3 (tiga) orang. yang disetujul oleh
s^unjft anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadif

Pasal 52 ay8t(1)
'Anggota PPK sebanyak 3 (liga) orang Oerasel dan tokoh masyarakal
yang memenuhi syarat benJasarkan undang-undang ini"

Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m dan huruf o
'Syarat untuk meniadi caion anggota Banaslu. Bawaslu Provinsi. Bawaslu
Kabupaten/Kola. Panwaslu Kecamalan dan Panwaslu Kelurafian/Desa.
serta Pengawas TPS adalah
b Pada saat pendallaran berusia paling mndat) 40 (empal puluh) tahun

untuk calon anggota Bawaslu. berusia paling rendah 35 (tiga puluh
lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi. berusia paling
rendati 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kola. dan benjsia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
untuk calon anggota Panwaslu Kecamalan. Panwaslu Keluranan/Desa.
dan Pengawas TPS.

m. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan sural
pemyataan. dan

0 Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara
Pemilu'

Pasal 28« ayat (2)
'Pasangan calon serta calon anggota DPR. DPD. DPRD Pmvinsi. dan
DPR Kabupaten/Kota yang lerbukli melakukan pelanggaran seOagairnana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lekomendasi Bawaslu dapat dikenai
sanksi admin/sfrafi/ pembatalan sebagai pasangan calon serta calon
anggota DPR. DPD. DPR Provinsi. dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU'

Pasal 488 ayat (2)
'Bawaslu. Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota memenksa dan
menvjlus sengKefa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) han sejak
tMertmarjya permohonan'

Pasal SS7 ayat (1) huruf b
'KeiemOagaan i^nyeienggarean PemiudiAcen lerdin atas
Panitia Pengawas Pemllihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas dan
Pemilinan Kabupalen/Kala marupakan salu kesaluan kelembagaan yang

hlerarkis dengan Bawaslu"

Batu Ujl



B PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 38/PUU-XW2018

• Wiktu Pembacaan Putusan

23 Juli 2018

• Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tshun 2017 tentang Pemilihan Umum

• Pwnohon

Victor F Sjair. S Pi (Ketua KPU Kabupalen Kepulauan Anj), yang

dikuasskan kepada Anthoni Hatane. SH.. MH.. dan Ma'at Patty. S.H.,

M M yang kesemuanya adalah advokat pada Law Office Hatane &

Associates

Pasa( yang CMujl

Pasal 10 ayat (1) huruf c

'Jumlah anggota
KPU KaOupaten/Kota seOanyak 3 (ligal atau 5 (lima) orang"

Pasal 10 ayat (2)

'Penetapan /umlah anggota KPU Provmsi <3an KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksucl pada ayal (1) fiuruf 6 dan tiurvf c cMasaritan
pada kritaha jumlah penduduk. luas wilayari. dan jumlah wHayah
administralrf pemerlntahan'

Pssal 10 ayat (3)

'Jumlah anggoia KPU Provinsi dan lumiah KPU Kabupalen/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tervantum dalam Lampiran I yang
menjpakan bagian tidak terpisahkan dart Undang-Undang Im"

Lampiran I UU Pemilu sepanjang rinclan tabal Jumlah Anggota KPU

Kabupaten/Kota

Batu Uji

Pasal 280 ayat (1). Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (S) UUD

Tatiun 1945

Keberadaan Lampiran I UU Pemilu sepanjang rlncian tabel "Jumlah

Anggota Komist Pemilihan Umum Kabupaten/Kota' tidak relevan lagi

dipertahankan Dengan demikian, dalil Pemohon terhadap Pasal 10 ayat

(3) UU Pemilu sepanjang frasa 'jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota'

dan Lampiran I sepanjang rincian tabel "Jumlah Anggota Komia

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota' adaiah beralasan menurut hukum.

• Saran/RekomendasI Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang

Sahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huoif d, Pasal 10 ayat (2). dan

Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang memtjehkan saran sebagai benkut.

3j Menindaklaniuti Putusan MK Nomor 38/PUU-XVI/2018 sebagai bahan

datam panyusunan Prolegnas Daftar Kumulatrf Tertuka

4) Menindaklan)uti Putusan MK Nomor 38/PUU-XVI/2018 sebagai acuan

daiam penyusunan Rancar>gan Perubahan UU Pemilu.

9. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XVI/2018

• Waklu Pembacaan Putusan

23 Juli 2018

• Un lang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LemOaga Penjamin

Simpanan

• Pemohon

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan, yang dikuasakan kepada Or A

Innanputra Sidin. S.H. M.H.. Iqbal Tawakkal PasantHj,S H. dkk yang

kesemuanya adalah advokat dan konsuttan hukum pada 'Firma Hukum

Sidin Constitution. A IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES. Advocates &

legal Consultant'

Pwtlmbangan dan Putusan

Pasal 10 ayat (1) huruf c

Marujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018

yang telah menyatakan Inkonstltusionalltas Pasal 10 ayat (1) huruf c

UU Pemilu, makapermohonan Pemohon terhadap Pasal 10 ayal nuruf

c UU Pemilu telah kehllangan otijak

Dertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepaniang rrasa '3 (tiga) atau S (lima) orang'

tidak dimaknai 'S (lima) orang'. sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

huarf c UU Pemtiu teiati dinyatakan Inkonstttuslonal

Menyatakan permohonan Pemotion sepanjang Pasal 10 ayat (1) tiunjf

c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lentang Pemilitian

Umum [Lembaran Negara Republlk Indoriesta Tatiun 2017 Nomor 182,

Tambahian Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6109) tidak

dapat QAenma (karena Sudan diputus di Putus^ Mankamah Konstitusi

Nomor 3l/PUU-XVl/20ia)

Pasal 10 ayat (2)

Martkamah Konstrtusi menyatakan batiwa permohonan Pemohon adalah

kabur

Pasal 10 ayat (3)

Menyesuaikan Putusan Matikamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018

Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa "dan jumlah anggota KPU

Kabupatan/Kota' dan Lampiran I sepanjang rinclan tabel "Jumlah

Anggota KomisI Pamlllhan Umum Kabupatan/Kota" Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 lentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan

Undang-Undang Oasar Negara Rapublik Indonesia Tahun 1945 dan

Udak mempunyal kekuatan hukum manglkat

Lampiran I UU Pemilu sepanjang mengenal Jumlah Anggota Komlsl

Pemilihan Umum Kabupatsn/Kota

Pasal yang Dluji

Pasal 6 ayat (1) huruf c

'Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5.
LPS mempunyai wewenang sebagai benkul.
melakukan pengelolaan kekayaan dan xewa/iban LPS.'

Batu UJI

Pasal 1 ayat (3). Pasal 280 ayat (1). Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945

Partlmbangan dan Putusan Hakim

Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang

frasa 'melakukan pengelolaan kekayaan dan kawajiban LPS" tkiak

dimaknai 'temiasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus

tagih terhadap asel berupa piutang ". menunjt Mahkamah hal tersebut

Qdak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh Mahkamah mengingat hak

hapus buku dan hapus tagih dapat diberlkan sepanjang masih berkaitan

dengan keadaan knsis dan memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (4) UU

PPKSK sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Oleh karena itu

pemiohonan Pemohon beralasan menumt nukum untuk sebagian

Pasal 6 ayal (1) humf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Lembaga Penjamin Simpanan bertentangan der>gan Undang-Undang

Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyal

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk dapat

melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih tertiadap aset benjpa

pHjtang sepanjang memenuhi katentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-

Urtdang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan

Krisis Sistem Keuangan'

Saran/RekomendasI Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang

Batiwa Cerdasanon Pasal 10 ayat (1) huruf d. Pasal 10 ayal (2) dan

Pasal 23 ayat (1)hurufb Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang membenkan saran sebagai t>enkut



nalnya dengan ssngaia merampas kemerdetoan seseorang. Oengsn kata

lain, kesengajaan tidak mengeluarkan tahanan anak psda waMunya lidak

menghiiangkan hak setiap orang yang dirugikan atas adanya tindakan

yang disengajs olen setiap peiabat termasuk di dalamnya penegak hukum

atas adanya perampasan kemerdekaan untuk dapat mempersoalkan

secara hukum tindakan lersebut beroasarkan Icetentuan Pasal 333 ayat

(1) KUHP yang menyatakan. 'Barang stapa dengan sengaja dan dengan

melawan hukum merampas Hemerrlekaan seseorang. atau meneruskan

perampasan kemerdekaan yang aemikian. diancam dengan pK3ana

penjara paling lawa delapan tanun'

Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peraoilan Pidana Anak (Lembaran Negara Repubiik

Indmesia Tahun 2012 Nomor 1S3. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang

Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lldak mempunyai

kekuatan hukum mengikat.

Saran/Rskomendaal Puaat Pamarrtauan Palaksanaan Undang-

Undang

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (i) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan

Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Persturan Perundang-Undangan. Pusat Pemanlauan PelaKsanaan

Undang-Undang memberikan saran seDagai berikut

1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017 sebagai bahan

dalam penyusunan Proiegnas Oaftar Kumulatif Terbuka.

2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 sebagai acuan

dalam penyusunan Rancangan Parubahan UU 11/2012

'Untuk mendapatkan surat izin praktik se6agaimana dimaksud dalam
Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus 'memiliki rekomendasi dan
organisasi pro^si."

Pasal 1 angka 20 UU Pendldlkan Kedokteran
"Organisasi profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di
CMang kedokterar} atau kedOKteran gigi yang diakw olen Pemenntah "

Pasal 8 ayat (2) UU Pendldlkan Kedokteran
'Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran
setiagaimana dimaksud pada ayat (!> berkeija sama dengan Rumah
Sakit Pendldlkan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta
berkoonjinasi dengan Organisasi Profesi"

Pasal 7 ayat (8) UU Pendldlkan Kedokteran
'Program inlemsip sebagaimana dimaksud pada ayal (7)
diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementehan yang
menyelBnggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,
kementonan yang menyelenggarakan urusan pemenntahan di bidang
kesenatan. asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi ruman
sakit pendidikan. Organisasi Profesi. dan konsil kedokteran Indonesia "

Pasal 8 ayat (4) UU Pendldlkan Kedokteran
'Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam
menyelenggarakan program dokter layanan pnmer. dokter spesialls-
subspesialis, dan dokter gigi spesiaiis-subspesiails sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) berkoon:linasi dengan Organisasi Profesi'

Pasal 11 ayat (1) UU Pendidikart Kadoktaran

'Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi alas nama
perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran
bekeqa sama dengan flomaft Sakit Pendidikan. Wahana Pendkiikan
Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordmasi dengan
Organisasi Profesi'

Pi 'sal 24 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran
'Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan Tinggi disusun secara bersama olet< kementehan
yang menyelenggarakan urusan pemennfafiar> di bkiang kesehatan,
asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. asosasi
rumah sakit pendidikan. dan Organisasi P/ofea."

Pasal 3t ayai (2) UU Pandldlkan Kedoktwan
'l^hasiswa yang lulus u;i Kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memperoleh sertifikal profesi yang dikeluarkan oleh perguruan
tinggi '

pasai 36 ayat (3) UU PendiiSkan Kadoklaran

12. PUTUSAN MAHKAMAH KONST1TUSI NOMOR 10/PUU-XVr2017

• Waktu Pembacaan Putusan

28Apnl2018

• Undang-Undang

Undafig-Undang Nomnr •'̂ ^"anun 2004tentang Praktik Kedokteran dan

Unfia^7j^gndang Nomor 20 Tahun 2013tentang Pendtdikan Ke«tokteran

« Pemohon

32 orang dokter spestalis yaitu Or dr Judllherry Justam, MM. ME. PKK

dan kawan-Kawan (dkXj. yang dikuasakan Kepada Dr A Munammad

Asrun, S H . M H , dkk.

Pasal yang Oiuji

Paaal 1 angka (4) UU Praktik Kedokteran

"Sert/ffftaf kompetensi adaian sural tanda pengakuan lertiadap
kemampuan secrang aokter atau dokter gigi untuK menialankan praktik
kedokteran di seluruh Indonesia selelah lulus uji frompeferrs/"

Pasal t angka (12} UU Praktik Kedokteran
"Oiganisasi profesi adalah Ikatan Oowsr Indonesia untuk dokter dan
Pgr^atuan Dokter Gigi Indonesia untuK dokter gigi"

Pasal 1 angka (13) UU Praktik Kedokteran
'Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia
adalah badan yang dibentuk oleh organisasi pnafesi untuk masing-
masing catiang dislpiln ilmu yang bertugas mengampu catiang disiplin
Hmu tersebut"

Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran
'Jumlat) an^o(a Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh tielas) orang
yang terdin atas unsur-unsur yang tierasal dari 'organisasi profesi
kedokteran 2 (dua) orang~

Pasai 29 ayat (3) huruf d UU Praktik Kedokteran
'Untuk memperoleh data rsgistrasi dokler dan surat ta.ida rsgistrasi
dokter gigi narus memenutii persyaratan d memHikl serltfikat
kompetensi."

Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran

'Uji kompatens Dokler atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dHaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas
Kedokteran 3igi bekerja sama dengan asosiaa instHusi pandk/ikan
kedokteran atau kedokteran gtgi dan berkoordinasi dengan Organisasi
Pivfesi'

Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran
'Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dHaksanakan oleh
Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran G^i bekerja sama
dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi
dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi"

BatuUJI

PasaJ 1 ayat (3). Pasal 27 ayat (1), Pasal 23 c ayat (2). Pasal 2ed ayat

(1). Pasal 28 e ayat (3), Pasal 31 ayat(1) UUD Tahun 1945

Pertlmbangan dan Putusan Hakim

Pasal 1 angka 4, Pasal 29 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, serta

Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) UU Pendldlkan Kedokteran

Tidak beralasan menunji hukum karena t)aik kaberadaan sertrflkal

profesi maupun sertifkat kompetensi serta persyaratan untuk

resertifikasi dimaksudkan untuk menjaga kompetensi dan kuatitas

Keilmuan masyarakat

Pasal 1 angka 12 dan Pasal 38 ayit (1) huruf c UU Praktik

Kedokteran

Dimaknai sebagai "meiiputi ]uga' Pertiimpunan Ookter Spestalis' yang

berada dalam lingkungan IDI guna menjamin hak atas kabeCtasan

bersenkat. Derkumpul dan mengeluarkan pendapat yang diatur dalam

ketentuan Pasal 2SE ayat (3) UUD 1945 serta hak untuk memaiukan

dirinya dalam memperjuangkan haknya secara koleKtif untuk

membangun masyarakat. bangsa dan negaranya sebagaimana Oiatur

dalam Pasal 28C ayat (2) UUO 1945 Terhadap pemohonan lersebut.

menurut Mahkamah. tidak terdapat persoalan mkonstitusionalitas dalam

ketentuan a puo



pengujian peraturan leesebut sedang da/am proses pengujian

Mahkamah Konstiiusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi":

• Sanin/Rekomenda»l Pusat Pemantauan Paiakaanaan Undang*

Undang

Sahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) hunjf d. Pasal 10 ayat (2) dan

Pa$al 23 ayat (1) huruf 0 UU No 12 Tahun 2011 lentang Pembentukan

Peraturan Pemndang-Undangan. Pusat Pemantauan Psiaksanaan

Undang-Undang memberikan saran sebagai benkut

1) Menlndaklanjuti Putusan UK Nomor 93/PUU-XV/2017 sebagai bahan

dalam penyusunan Prolegnas Oaftar Kumulalif Terbuka.

2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor g3/PUU-XV/2017 sebagai acuan

dalam penyusunan Rancangan Peojbahan UU MK.

16. PUTU^>AN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR &3/PUU-XV/2017

• Waictu Pambacaan Putusan

11Januan20l6

• Undang-Undang

Unoang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

• Pamohon

Partal islam Oamai dan Aman (Parts Idaman)

• Pasal yang DiujI

Pasal173 ayat(1)

Pasal 173 ayat (3)

Pasal 222

• Batu Uji

Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2). Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), Pasal

27 ayat (1). Pasai 26 ayat (1). Pasal 28C ayat (2), Pasal 280 ayat (1) dan

(3). serta Pasai 261 ayat (2) UUO Tahun 1945

2} Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagai acuan

dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Pemilihan Umum

16. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 61/PUU-XV/2017 DAN

86/PUU-XV/2017

• Waktu Pembacaan Putusan

11 Januart 20tB

• Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

• Pemohon

Kautsar dan Samsul Batin

• Pasal yang DIujI

Pasal S57 ayat (1) huruf a dan B

Pasal 557 ayat (2)

Pasal 571 huruf d

• Batu Ujl

Pasal 18, Pasal ISA ayat (1). Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2)

UUD Tahun 1945

• Pertlmbangan dan Putusan Hakim

Menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pemillhan Umum yang berbunyi

'Kalembagaan Penyelenggara Pemiiu ai Aceti sebagaimana amaksua

paca ayat IV wa/iti msodasarkan aan menyesuaikan pengalurannya

benfasarkan Undang-Undang i/if" bertentangan dengan UUD NRI Tahun

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Uenyatakan Pasal 571 huruf dUU Pemillhan Umum yang bertiunyi 'Pada

saat Undang-Undang mi mulai berfaku: d. Pasal 57 dan Pasal SOayat (1).

ayat (2). serta ayal (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 lentang

Pemedntahan Acen dicabut dan dinyatakan tidak benaku' bertentangan

PerUmbangan dan Putusan Hakim

Pasal 173 ayat (1)

Keberadaan frasa "telah ditetapkaiV teiah mentmouikan ketidakpastian

dan dapat meniadi salan satu penyebaO terjadinya perlakuan Oerbeda

antar partai politikpeserta Pemiiu sehingga tidak dapat dipertahankan

Uenyatakan Frasa 'telah ditelapkanT dalam Pasal 173 ayat (1) UU

Pemillhan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak

mempiinyai kekuatan hukum mengikat

Pasal 173 ayat (3)

Bahwa frasa "tidak diverrflkasi ulang dan" dalam Pasal 173 ayal (3) UU

Pemillhan Umum dimaksudkan untuk membsrikan pengeoialian Kepada

partai polltik peserta Pemiiu sebelumnya yaitu Pemilu 2014 sehingga

dengan hllangnya frasa tersebut. maka kaseluruhan norma yang termuat

dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilihan UTium menjadi kehilangan

relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu. bilamana hanya frasa 'tidak

diverlfikasi ulang dan' saja yang dinyatakan bsrtentangan, maka rumusan

Pasal 173 ayaf (3) UU Pemillhan Umum akan meniadi sama dengan

rumusar^ norma yang terdapat dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemilihan

Umum

Menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Penvlihan Umum bertentangan

dengan UUO NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyal kekuatan nukum

mengikat

Saran/Rekomendasl Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d. Pasal 10 ayat (2) dan

Pasal 23 ayat (1) fiuorf b UU No 12 Tahur* 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Perr\aniauan Pelaksanaan

Undang-Undang membenkan saran sebagai berikut

1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 sabagai bahan

dalam penyusunan Prolegnas Oaftar KumulatrfTertuka

dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat

Saran/Rekomendasl Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d. Pasal 10 ayat (2) dan

Pasal 23 ayat (l) huruf b UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Penjndang-Undangan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan

Undang-Undang membenkan saran sebagai benkut

1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-

XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar

Kumulatif Terbuka

2) Menindakianiutt Putusan MKNomor 01/PUU-XV/2O17dan 66/PUU-

xv/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan

UU Pemillhan Umum
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DAFTAR DAN RINGKASAN INFO JUDICIAL REVIEW ATAS HASIL PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI YANG TERPILIH DIJADIKAN INFOGRAFIS

1. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018

• Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

• Pasal yang Diuji

Pasal 87 ayat (2)

Pasal 87 ayat (4) huruf b

Pasal 87 ayat (4) huruf d

• Batu Uji

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 281

ayat (2) UUD Tahun 1945

• Pertimbangan dan Putusan Hakim

Pasal 87 ayat (2)

Tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (tidak beratasan

menurut hukum)

Pasal 87 ayal (4) huruf b

Frasa "dan/pidana umum" bertentangan dengan UUD Tahun 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menimbulkan

ketidakpastian hukum dan ketidakadilan jika dikaitkan dengan norma

Pasal 87 ayat (2), sehingga menjadi berbunyi ; "dihukum penjara atau

kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilfki kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan",

Pasal 87 ayat (4) huruf d



Tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (tidak beralasan

menurut hukum)

Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai behkut:

1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai

bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar KumulatifTerbuka.

2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai

acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU ASN.

2. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XV}/2018

• Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Penwakilan Rakyat, Dewan

Penwakilan Daerah, dan Dewan Penwakilan Rakyat Daerah

• Pasal yang Diuj}

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

Pasal 122 huruf I

Pasal 245 ayat (1)

• Batu Uji

Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1)

dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945



PcrtiTT.^angan dan Putusan Hakim

Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6)

Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat (beralasan menurut hukum). Ketentuan

mengenai kewenangan DPR yang dapat meminta bantuan kepolisian

untuk memanggil paksa setiap orang dan dapat melakukan

peyanderaan menyebabkan kekhawatiran dan rasa takut setiap orang

akan berlakunya pasal-pasal a quo yang dapat menjauhkan hubungan

kemitraan horizontal antara DPR dan Rakyat

Pasa) 122 huruf I

Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat (beralasan menurut hukum). Makna

rumusan norma pasal a quo dapat dipahami bahwa MKD menjadi

sebuah lembaga yang mengambil alih fungsi penegakan hukum bukan

penegak etik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 245 ayat (1)

Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat (beralasan

menurut hukum untuk sebagian).

Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR

sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubangan
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224

harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" bertentangan

dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata

pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan

Perwakilan Rakyatyang diduga melakukan tindak pidana.

Frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehonvatan

Dewan" 6a\am Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga

selengkapnya menjadi berbunyi: "Pemanggilan dan penvintaan



keterangan kepada anggota DPRyang diduga melakukan tindak pidana

yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dan

Presiden".

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa rumusan norma pasal a quo

kontradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota

DPR.

• Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai

bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumutatif Terbuka

2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai

acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU MD3.

3. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XV/2017

• Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

• Pasa) yang Diuji

Undang-Undang Praktik Kedokteran

Pasal 1 angka (4)

Pasal 1 angka (12)

Pasal 1 angka (13)

Pasal 14 ayat (1) huruf a

Pasal 29 ayat (3) huruf d

Pasal 38 ayat (1) huruf c



Undang-Undang Pendidlkan Kedokteran
Pasal 1 angka 20

Pasal 5 ayat (2)

Pasal 7 ayat (8)

Pasal 8 ayat (4)

Pasal 11 ayat(1)

Pasal 24 ayat (1)

Pasal 36 ayat (2)

Pasal 36 ayat (3)

Pasal 39 ayat (2)

Batu Uji

Pasal 1 ayat (3). Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 c ayat (2), Pasal 28d ayat

(1), Pasal 28 e ayat (3), Pasat 31 ayat (1) UUD Tahun 1945

Pertimbangan dan Putusa/i Hakim

Pasal 1 angka 4, Pasal 2$ ayat (3) UU Praktik Kedokteran, serta

Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran

Tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (tidak beralasan

menurut hukum)

Pasal 1 angka 12 dan Pasal 38 ayat |1) huruf c UU Praktik

Kedokteran

Tidak terdapat persoalan inkonstitiisk>nalitas

Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran

Tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (tidak beralasan

menurut hukum)

Frasa "organisasiprofesr dalam Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13,

dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran dan dalam Pasal 1

angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8). Pasal 8 ayat (4), Pasal 11



ayat (1), Pasal 2^ Zy-ai (1), Pasal 3f^ -ydi (3), dan Pasal 39 ayat (2) UU

Per.uiOiKan Kedoktero^/jjQgj^ beralasan menurut hukum.

Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik kedokteran

Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat (beralasan menurut hukum) sepanjang unsur

"organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi

pengurus organisasi kedokteran

• Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2)

dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

1) Menindaklanjuti Putusan MK htomor 10/PUU-XV/2017 sebagai

bahan dalam penyusunan Proiegnas Daftar KumulatifTerbuka.

2) Menindaklanjuti Putusan MK htomor 10/PUU-XV/2017 sebagai

acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Praktik

Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran.



JiiliL
PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018

Pertimbangan / Putusan Hakim

PASAL 87 AYAT (2)
Tidak bertentangan dengan
Tahun 1945 <tldak beralasan
hukum)

PASAL 87 AYAT (A) HURUF B
Frasa "dan/pidana umum" bertentangan
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
karena menimbulkan ketidakpastian hukum
dan ketidakaditan jika dikaitkan dengan
norma Pasal 87 ayal (2),sehingga menjadi
berbunyi; "dihukum penjara atau kurungan
berdasarkan putusan pengadii^0yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan jabatan".

PASAL 87 AYAT (A) HURUF D
Tidak bertentangan dengan UUD
Tahun 1945 (tidak beralasan menurut
hukum)

::ATURSIPILNEGARA

Pasal 1ayat (3), Pasal 27 ayat (1).
Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 281 ayat (2) UUD Tahun 19A5

Pasal Yang Diuji

Pasal 87 ayat(2)
Pasal 87 ayat (4) huruf b
Pasal 87 ayat (4) huruf d

Saran dari Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2).
dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran
sebagai berikut:

• Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-
XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan

o Prolegnas Daftar KumulatifTerbuka.
Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-
XVI/2p18 sebagai acuan dalam penyusunan
Rancabgan Perubahan UU ASN.

PUSAT PEUANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR R1

N www.piispanlakuu,dpr.go.id @puspanlak_uu



PERTIMBANGAN/PUTUSAN HAKIM

Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6)
Bertentangan dengan UUO Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
(beralasan menurut hukum). Keteniuan
kewenangan DPR yang dapal memmta baniuan
kepo?*siaa untuk memanggil paksa setiap orang
dan dapat metakLdcan peyanderaan
menyebabkan kekhawaijran dan rasa takut
setiap orang akan berlakunya pasal-pasal a quo
yang dapal menjaiiikan hubungan kemitraan
honzonial anlara DPR dan Rakyat.

Fasal 122 hunif I

Bertentangan dengan UUO Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
(beralasan menurut hukum). Makna rumusan
norma pasal a quo dapat d^)ahami bahwa MKO
menjadi sebuah lembaga yang mengambti alih
fungsi pemegakan hukum bukan penegak etik, |
sehmgga menimbulkan kebdakpastian hukum.

Pasal 245 ayat (1)
Bertentangan dengan UUD Tahun 1945
secara bersyarat (beralasan menurut hukum
untuk sebagian). Frasa "PemanggiJan dan
permjataan keterangan kepada anggoia DPR
sehubangan der^an ierja<£nya iirtdak pidana
yang tidak sehubangan dengan pei^sanaan
tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 224
harus fr^endapaikan pefseiajuan tertijiis dan
Pres'tden' sepanjang trdak cfimaknai dalam
konteks semata-mata pemanggilan dan
permintaan keterangan kepada anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang diduga meJakukan
tindak ptdana.

Ffasa ^Seietah mendapat pertirnbangan dari
Mahkamah Kehoanatan Demrf menjadi
berbunyi: "^Pemanggiian dan permintaan
keterangan kepada anggota DPR yang diduga
melakukan tindak pidana yang tidak
sehubungan dengan pelaksanaan tugas
sebaga/ma/ja dimaksud dalam Pasal 224 haats
mendapatkan persetujuan tenulis dari Presiden".

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNOANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR Rl

NOMOR16/PUU-XVI/2018

BATU UJI

Pasal 1 ayat (2). Pasal 1 ayat
(3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A
ayat (1) dan (3). Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD
Tahun 1945

\
PASAL YANG DIUJI

K
1. Pasal 73 ayat (3). (4).(5). dan (6)
2. Pasal 122huruf I

3. Pasal 245 ayat (1)

\

SARAN/REKOMENDASI PUSPANLAK-UU

Befdasarkan Pasai 10 ayal (1) huruf d, PasaJ
10 ayal (2), dan PasaJ 23 ayal (1) huruf b
Undang-Undang Nomof 12 Tahon 2011
tentang Pembenlukan Peraiuran Perundang-
Undangan. Pusat Pemantauan Pelaksana^
Undang-Undang memberikan saran sebagai
berikut:

1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomof
16/PUU-XVI/2018 sebagai bahan daiam
penyusunan Prolegnas Daftar Kumutetrf
Tefbuka

2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor
16/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam
penyusunan Rancangan Perubahan UU
MD3.

.niisOfjnlaktiu.dQrpo.id



r PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK

KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20

TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

NOMOR

10/PUU-XV/2017
I

4' ^ ^

.11
eRUM

PUTU

Pasal 1 angka 4, Pasal 29 ayat (3) UU Praktik
Kedokteran, serta Pasal 36 ayat (2) dan ayat
(3) UU Pendidlkan Kedokteran
Tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945
(tidak beralasan menurut hukum)

Pasal 1 angka 12 dan Pasal 38 ayat (1) huruf
c UU Praktik Kedokteran

- Tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas

Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran
' Tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945
'(tidak beralasan menurut hukum)

*Frasa "organisasi profesi" daiam Pasal 1
angka 12, Pasal 1 angka 13. dan Pasal 38 ayat
(1) huruf c UU Praktik Kedokteran dan dalam
Pasal 1 angka 2A0, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7
ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1),
Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal
39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran tidak
beralasan menurut hukum

Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik
kedokteran

Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan
tidak memlliki kekuatan hukum menglkat
(beralasan menurut hukum) sepanjang unsur

^"organisasi profesi f<edokteran" tidak dimaknai
sebagai tidak menjadi pengurus organisasi
kedokteran

PUSATPEMANTAUAN PEUKSAKAAN

UNDANG-UNDANG
BADAhJ KEAHLIAN DFR Rl

T

It

o

Pasai 1 ayat (3), Pasal 27 ayat(l).
Pasal 28 c ayat (2), Pasal 28d ayat
(1), Pasal 28 e ayat (3), Pasal 31
ayat (1)UUDTahun1945

Undang-Undang Praktik Kedokteran:
Pasal 1 angka (4)- Pasal 1 angka (12) - Pasal
1 angka (13)-Pasal 14 ayat (1) huruf a-Pasal
29 ayat (3) huruf d - Pasal 38 ayat (1) huruf c

Undang-Undang Pendidikan Kedokteran
Pasal 1 angka 20 - Pasal 5 ayat (2) - Pasal 7
ayat (8) - Pasal 8 ayat (4) - Pasal 11 ayat (1) -
Pasal 24 ayat (1) - Pasal 36 ayat (2) - Pasal 36
ayat (3) - Pasal 39 ayat (2)

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d,
Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU
No. 12 Tahun 2011 terrtang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
memberikan saran sebagai berikut;

1) Menindakianjuti Putusan MK Nomor 10/PUU-
XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan
Prolegnas Daflar Kumulatif Terbuka.
2) Menindakianjuti Putusan MK Nomor

10/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam
penyusunan Rancangan Perubahan UU
Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan

Kedokteran.

www.puspanlakuu.dpr.go.id



LAPORAN HASIL KONSULTASI/BIMBINGAN BERSAMA MENTOR (KEPALA

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG)

Pelaksanaan

Waktu : Selasa, 13 Agustus 2019

Tempat : Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Nama Calon Pegawai Negeri Sipil

Anisa Rahmasari, S.H.

Nama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

Hasil Konsultasi

1. Penulisan dalam infografis masih perlu untuk diperbaiki, sebagaimana berikut;

a. Bagian "Pertimbangan/Putusan Hakim" diubah menjadi "Putusan

Mahkamah Konstitusi".

b. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi disesuaikan dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi yang sebenamya.

c. Revisi ukuran dan bentuk tulisan agar tebih jelas.

d. Revisi pemilihan wama pada infografis.

e. Penulisan Undang-Undang diseragamkan.

f. Penulisan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

diseragamkan menjadi UUD Tahun 1945.

2. Kegiatan rapat dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi DPR Rl ditiadakan,

namun akan diadakan menjadi kegiatan lanjutan setelah selesainya aktualisasi

dan habituasi CPNS.



3. Testimoni Infografis diberikan oleh bapak Rudi Rochmansyah selaku Kepala

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, ibu Poedji Poerwanti selaku

Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan Azizah

selaku Analis Hukum pada hari Jumat, 16 Agustus 2019.

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H.. M.H.

NIP. 196^131993021001



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG

NOMOR53fclUH"20T4
TENTANG7S\RATUR SIPIL NEGARA

OMOR 87/PUU-XVI/2018

Pasal Yang Diuji
• Pasal 87 ayat (2)
• Pasal 87 ayat (4) huruf b
• Pasal 87 ayat (4) huruf d

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSi

1.

2.

3.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk
sebagian;
Menyatakan frasa '^dan/atav pidana umum*' dalam
Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
bertentangan dengan Undang<Undang Oasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidah
mempunyai kekuatan hukum mengtkat,
sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipif Negara
menjadi berbunyi, "dihukum penjara atau
kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahaian
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya denganJabatan";

Menolak permohonan Peniohon untuk selain dan
selebihnya;.

tfemefintahkan pomuatan putusan inl~daiaqa-flaflta
Nrgnrn Rnpiihlik Indonanifi ichngnimana mestinya.

Batu Uji ^
UUDTahun 1945 I
• Pasal 1ayat (3), 5
• Pasal 27 ayat (1),
• Pasal 28D ayat (1), dan
• Pasal 281 avat

SARAN/REKOMENDASI

FUSPANLAK-UU

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d,
Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf t5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Pdsat-Pemantauan Polakaonaan

•Undang-Ui>Jdng memberikan saran -sobogor
borikut:

1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor
87/PUU-XVI/2018 sebagai bahan datam
penyusunan Profegnas Daftar Kumufatif
Terbuka.

2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor
87/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam
penyusunan Rancangan Perubahan UU
ASN.

PUSAT PEfMNTAUAN PEUKSANAAN
UNDANG-UNDANG
H/vDAN KbAHLlAN OPK Rl

^ ww^v.puspanlakuu.dpr.go.id



-?•

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITU5I

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJEUS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(MD3)

NOMOR 16/PUU-XVI/2018

Pasal Yang Diuji
Pasal 73 ayat (3), ayat (4),

ayat (5), dan ayat (6)
Pasal 122 huruf I

Pasal 245 ayat (1) hunjf d

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Batu Uji g
UUD Tahun 1945

Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal
19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan (3),
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)

l-WcmgabuOian pannoltOfMnparaPvmohoiT untuKMbagian;

'3ay9l{3).«yat(4),jyaf (51. danayMf®) tjw Nomor 2Tahun 2013 tancanq Parubalian Kadua Ataa Nomor 17 Tahun 2014 t»ntangMD3
bcrtontan^n dangan OnAiwg 1345 dantdak inanvunyal Iwkuatan htdkum rmrgiiut;

3.Pasal 122 huruf IUndang^Jndong Nomor 2 Ta*iufi 2018 wntai^ Ptrubahan K«dua Atas Undartg-Ondwig Monroe 17 Tahun 2014 tentang Md3 b«rtertamg*i dertgan

UndM)g4indartg03sarNogar3R«pubflklndone*iaTa}iun1945da(i tidafcmompunyai kakuatanhiAummangikat:
4. Prasa "P^manggitan dan fttrmintaan k«t9rangan kepada anggo*a OPR tafivbungan dangan (w^adlhya Undak pidana /aogBdak iafnibtingan dangan paiaktanaan

ft/gu tabag^man* OmikMuddalamPisat 224hams maadapa^anpan^tujum twfofis dartPT9vdan"<ia[am Pasal 243 ayat (1} Undang-Undang Morjtor2 Taliun 2018
tvntang Parubahan K«<tua AdaVndan^-Ltidang. Nomor 17 Tahurt 3014 »rrtang M03 bwttntangan dangan Urtdang-Undang Oasar Mogarii R<ipublAt lndo««tta Taftun
1945 dan tidak metnpunyai kahuatan hukum mangikat sepanjang b'dak dlmaknai dalam kantaka samata-mata pemanggilan dan pannmtaan kataran^ kapada
anggota D«wsn PerwafeiUn Rakyatyang diduga malakukan«r»dak prdarw; aementaraitu. fnsa "»eM*h mandapaipartimbangand»fiMahkamahK«/»ormatan Oewan'
dalann Paul 245 ayat (1)URdang4Jtidan9 Nomor 2TahiM 2018»ar>taftgParubahaft KaduaAiaa Undang^ndang Nomor 17 Tahut* 3014 eontang M03 banantangaii
dangan Jndang-Undwg Dasar Nagara Rapuftlik tndonaaia Tahun 194S dan tfdak mampunyai kakuatan hukum mangikat sehingga Pasal 243 ayat (1) Urd»ig- Undang
Nomor 2Tahun 2019 tantang Parubahan KaAta Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tantang WD3 s«<«n;^iapnya manjadl: 'PwnanggHan dan parmintaan
kata/angan kapadaanggota OPfl/a/tgdtduga/natakukanUndaMpidatiafangtldik $aftubungan dmngan pataksanaan tugas tatagaimanjdimjksud dafam Pasal224

haruatrMndapatkaifpafMiujuantartuGsdartPnaidait.''
5. Mamerlntahkvipemiiatin putusan Intdalam BarltaMog^RopubiikindonasIa;

t. ManoUkparmohonMparaPamohon unluk aalalndat lalaMhnya. SARAN/REKOMENDASI

PUSPANLAK-UU

BerdasarKan Pasal 10 ayat (1) huruf d.Pasal 10 ayat (2). dan Pasal 23 ayat (1) huruf bUndang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tontang Pombentukan Peraturan Porundang-Undangan, Pusst rctTiciiudUdii r£ien»tfMdiin Unuany-Undang
:r.7mL>er:iu..i saran s«bagal berikut:

1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVU2018 sebagal bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar
KumulatifTerbuka

2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU*XVf/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan
UUMD3

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNOANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR Rl

www.iniBpuUlEaii.dpr.goJd

f5) pnapanlak.uu



PUTUSAN MAHKAMAH KON5TITUSI

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

NOMOR 10/PUU-XV/2017

UU Pendidikan Kedokteran

Pasal 1 angka 20
Pasal 5 ayat (2) ^
Pasal 7 ayat (8)
Pasal 8 ayat (4)
Pasal 11 ayat (1)
Pasal 24 ayat (1)
Pasal 36 ayat (2)
Pasal 36 ayat (3)
Pasal 39 ayat (2)

Pasal Yang Diuji
UU Praktik Kedokteran

• Pasal 1 angka (4)
• Pasal 1 angka (12)
• Pasal 1 angka (13)
• Pasal 14 ayat (1) huruf a
• Pasal 29 ayat (3) huruf d
• Pasal 38 ayat (1) huruf c

Batu Uji

UUDTahun1945

• Pasal 1 ayat (3),
• Pasal 27 ayat (1),
• Pasal 28 c ayat 2),
• Pasal 28d ayat (1),
• Pasal 28 e ayat (3),

Pasal 31 ayat(1)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk
sebagian;

2. Menyatakan Pasal 14 ayal (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang
menyatakan, '*Jum!ah anggota KonsH Kedokteran
Indonesia IT (Wjuh be!as) orang yang terdiri atas unsur-
unsur yang berasat dari : (a) organisasi profesi
kedokteran 2 (dua) orang...", bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1945 dantidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang unsur "organisasi profesi kedokteran" tidak
diinaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi
profesi kedokteran;

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk seiain dan
selebihnya.

4. M^orintahkan pomuatan-putusaft~im dalam^ Befita—
-NegarrRep^bUHIndenesia sobagaimanaroestinya.

SARAN/REKOMENDASI
PUSPANLAK-UU

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat {1) huruf d,
Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Pusa^
PBTnantaxjair,P«*al^.anaan Undang-Undang
roembeftkaii^aran sebagai berikut:

1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor
10/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam
penyusunan Prolegnas Oaftar Kumulatif
Terbuka.

2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor
10/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam
penyusunan Rancangan Perubahan UU
Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan

Kedokteran.

\ PUSATPEMAWTAUANPELAKSWiAAN
UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR Rl

? www.pa8panlakuu.dpr.20.id



RANCANGAN AKTUALISASI

"Penyajian Infografis mengenai Info
Judicial Review atas Hasii Putusan
Mahkamah Konstitusi yang Singkat.
Cepat, Akurat. dan Mudah Diakses.'
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TUGAS POKOK & FUNGS!

Anmilm Hukum Fv»mt Pelrnlaumajm jntfundMng

a Menyusun laporan pemanlajan lerkail peraturan peiaksanaan Undang-Undang (3

bukupersturanpelaksanaanUU sesuai bKJangKomisi VIIdan Komisi Xt)

b. Menyusun ketersngan atas peiliara pengujian Undang- Undang (Draft Kelerangan

DPR Rl),

c M0lBkukan peodamprigan Tim Kuasa OPR Rl dan menghadin sidang putusan

Mahkamah Konstitusi d^am rangka psnanganan perkara pengujian undang-undang

(Keglatan pendampingan Tim Kuasa OPR Rl):

d. Mengetola database periiara pengujian undang-undang hasil putusan Mahkam^

Konstttuai. Sana darab«se Undang-Undang yang dutMh dengan Putusan Mahkamah

Konsltlusi {Dnfl daftar Invsntaris perkera pengujian UU di MK tahun 2019), dan

e Menyusun laporan penanganan perkara pengujian undang- undang setlap masa

psrsadangan (Dokumen Resuma/info Judoal Review)
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08 IRANCANGANAKTUAklSAm

Konsvltasi dengtn Kapus Pinl^
sebagai Mentor

10

' kQflStp ktfltaUn AtulMsi SlW^
P^njJliULt;
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KoftM
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-Melapor untvk konsuttasi ttrlialt Infpgrafis Info Jinkiil
fhmw aUshtsilfutou MaNumah Konstittfsi;

•MdakuKan p«fbaiun Mografis sesual arahan Kaptn
PaniikUUMialw mentor.

-M»nye(ahkan ktmbali (ysi pfffiiUw fmia
(KepiiaPvipi^UU).
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11 IRANCANGAH AKTUAUSAS!
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LAPORAN HASIL KONSULTASI/BIMBINGAN BERSAMA MENTOR (KERALA

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG)

Felaksanaan

Waktu : Kamis, 15 Agustus 2019

Tempat :Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Nama Calon Pegawai Negeri Sipil

Anisa Rahmasari, S.H.

Nama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah. S.H.. M.H.

Hasil Konsultasi

1. Kegiatan Pemaparan Infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi kepada seluruh internal Puspanlak UU untuk

dikonsultasikan kembali terkait jadwal dengan Ibu Poedji Poerwanti selaku

Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Ibu

Dahliya Bahnan selaku Kasubbag TU Puspanlak untuk dlpindahkan ke hari

Jumat. 16 Agustus 2019pukul 15.00 WIB.

2. Kegiatan unggah (upload) infografis agar dilakukan dalam jangka panjang

mengingat output yang dihasilkan akan mempengaruhi khalayak yang

sifatnya tidak hanya menyangkut internal saja, sehingga proses yang

dilakukan untuk mencapai tahapan unggah (upload) infografis tersebut masih

memerlukan waktu yang cukup panjang.

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochrtansvah. S H , MH
NIP. 196902131993021001



SEKRETAR'f.T UENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEVfAW PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTAKODE POS 10270

TELR: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.ld

Nomor :lf?4PUSPANLAK UU/8/2019
Sifat : Biasa

Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Ibr
Perihal : Undapgan Rapat

Yth.

Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Jakarta, 13Agustus 2019

Dengan hormat,

Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat mengenai
Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU,
yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal
Waktu

Acara

Tempat

Jumat, 16Agustus2019
Pukul 15.00 s.d 16.00 WIB

Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil PUSPANLAK UU

: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
'Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terfmakasih.

Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,

RudI Rochmansvah. S.H.. M.H.

NIP. 1969(Ji213 199302 1 001



Daftar Undangan

1. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
2. Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
3. Hariyanto, S.H.
4. Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
5. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM.
6. Nur Azizah, S.H,, M.H.
7. Maulidia Novita, S.H., M.Si.
8. Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.
9. Reza Azhari, S.H., LLM.
10.Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.
11. Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.
12. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
13.Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
14.Anfsa Rahmasari, S.H.
15.Refaini Hasna Ghassani, S.H.
16.S. Agus Trimarawulan, S.H.
17.Pinanti Mega Dewanti, S.H.
18.Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.
19. Mega Irianna Ratu, S.H., MBA
20.Yodia Surya Nugraha, S.H.
21.Juan Fery Situmorang, S.H.
22.Dita Putri Utami, S.H.
23.Vidy Fauztzah Sampurno, S.H.
24.Rahmani Atin, S.H.
25. Muhammad Yusuf Wahyudi, S.H.
26. [nda Rachmawati, S.H.
27. Sanela Amalia Putri, S.H.
28. Samudi

29.Supian, S.E,
30. Martin Yohannes

31.Atis Jaelani

32.Nadia Septyana
33.Suly Leginasari
34. Risdatu Sa'diah

35.Budi Santoso

36.Moh. RIko

37. Muammar Khadafi
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15.

16.

17.

18.

DAFTAR HADIR

RAPAT PEMAPARAN PUBLIKASI INFOGRAFIS ANOTASI DAN INFO JUDICIAL

REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggal
Waktu

Tempat
Acara

Jumat, 16 Agustus 2019
15:00:00 s.d. 16:00:00

Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR EU
PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR GALON
PEGAWAINEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

MAMA JABATAN TANDA TANGAN

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

Dahliya Bahnan, S.H., M.H.

Hariyanto, S.H.

Poedji Poerwanti, S.H,, M.H.

Yudarana Sukarno Putra, S.H.,
LLM
Nur Azizah, S.H., M.H.

Maulidia Novita, S.H., M.Si.

Ester Yolanda Friska, S.H.,
M.H. _
Reza Azhari, S.H., LL.M.

Ira Chandra Puspita, S.H.,
M.H.

Yosa Jeremia Donovan, S.H.,
M.H.

Bintang WicaksonoAjie, S.H.,
M.H.

Puti'i AdeNorvita Sari, S.H.,
Mil
Anisa Rahmasari, S.H.

Refaini Hasna Ghassani, S.H

S. Agus Trimarawulan, S.H.

Pinanti Mega Dewanti, S.H.

Rr. Lucia P Dewi Damayanti
Yudakusuma, S.H., M.Kn.

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang

Kepala Subbagian Tata Usaha

KoordinatorBidang Pemantauan
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Koordinator Bidang Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
Perancang Peraturan Penmdang-
Undangan Pertama
Anal is Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

1.

2.



Mega IriannaRatu, S.H., MBA

Yodia S'lrrd Nugraha, S.H.

Juan Fery Situmorang, S.H".

Dita Putn Utami, S.H.

Vidy Fauzizah Sampumo, S.H

Rahmani Atm, S.H.

Muhammad Yusuf wahyudi,
S.H.

Inda Rachmawati, S.H.

Sanela Amalia Putn, S.H.

Samudi

Supian, S.E.

Martm Yohannes

Atis Jaelani

Nadia Septyana

Suly Leginasan

Risdatu Sa'diah

Budi Santoso

Moh. Riko

Muammar Khadafi

An?'"Vj riukum

Analis Hukum

Anahs Hukum

Analis Hukum

Analis Hukum

Anahs Hukum

Analis Hukum

Anahs Hukum (M
Anahs Hukum

/MffWi

Pramubakti

Pramubakti

Pramubakti

Pramubakti



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT

RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal
Pukul

Tempat

KetuaRapat
Acara

; Jumat, 16 Agustus 2019
; 16.00-17.00 WIB

: Ruang Rapat Puspanlak UU, Lt. 6, Ruang 608
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

: Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
;Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil Puspanlak UU

PesertaRapat
1. Analis Hukum;

2. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT;

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membulca rapat pada pukul 16.00 WIB

II. PEMBAHASAN

1. Masing-masmg CPNS Analis Hukum menjelaskan kepada internal Puspanlak UU

tentang program dalam rancangan aktualisasi dan hasil aktualisasi, yakni 3 (buah)

infografis yang telah selesai dikeijalcan;

2. Prograin rancangan aktualisasi masing-masing CPNS Analis Hukum, sebagai berikut:

a. Anisa Rahmasari: Penyajian Inlbgrafis Info Judicial Review atas Hasil Putusan

MK;

b. Refami Hasna Ghassani: Penyajian Infografis Anotasi Putusan MK yang Cepat,

Tepat, Singkat, Akurat, dan Mudah Diakses.

3. Para CPNS Analis Hukum menerima masukan dari Kapus Panlak UU dan rekan kerja
di internal Puspanlak UU terkait hasil infografis, sebagaimana berikut:



a. Anisa Rahmasari;

Judul infografis untuk diubah menjadi "Info Judicial Review" agar terkesan

tidak klasik dan menarik untuk dibaca;

• Judul Infografis menjadi "Info Judicial Review Undang-Undang No

Putusan MK Perkara No

Harus bisa menjelaskan perbedaan Info Judicial i?ev;ewdengan Anotasi,

karena untuk orang awam, kedua hal tersebut terkesan mirip;

• Rekomendasi penting untuk dibedakan dengan amar putusan. Poin penting

di rekomendasi dapat dibuat lebih menarik dengan menggunakan Punch

Line;

Rekomendasi terkait "daftar dalam Judicial Review"W ASN ditambalikan

kata "RUU";

• Karena infografis Judicial Review ini tujuannya untuk memudahkan

Anggota Dewan dan masyarakat dalam membaca Putusan MK, maka

paling lambat, esok hannya setelah putusan dilcabulkan harus sudah dapat

di upload. Hal im nantinya akan menambah pentingnya nilai dari kegiatan

ini karena dapat menyajikan kecepatan informasi kepada Anggota Dewan

dan masyarakat;

Baiknya ada headline 2(dua) sampai 3(tiga) baris sebelum amar putusan,

headline dismi berupa inti/sesuatu yang urgent dari sebuah putusan,

sehingga infografis initidak hanya sebatas menyajikan amar putusan; dan

Terkait headline itu sendiri dapat dicari yang isunya sangat penting dalam

putusan tersebut.

b. Refaini Hasna Ghassani;

Frasa/istilah "Anotasi" dapat diganti dengan Ixasa/istiiah "Ringkasan

Perubahan Undang-Undang" di kemudian hari;

Penulisan "Anotasi 2017" "Anotasi20I2" dan seterusnya lebih tepat diubah

menjadi langsung ketahun "2017", "2012" dan seterusnya;

Penulisan 'Putusan MK No "sebaiknya diubah menjadi "Putusan MK

Perkara No

• Putusan yang nomor perkaranya sama, lebih baik langsung dijadikan satu

agar tidak multitafsir seakan-akan terdiri dari 2putusan yang berbeda;



Pasal 73 ayat (2) dan pasal 78 UU Pral'T.'JA Kedokteran terkait Frasa

sepanjang tidak dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sebaiknya dijadikan dalam satu kalimat karena kalimat

selanjiitnya merailiki pemaknaan yang sama juga hal ini sesuai dengan

penuUsan amar putusan yang terbaru. Selain itu, hal tersebut juga guna

raempersingkat isi dari infografis tersebut;

Poin catatan" merupakan inti utama dari infografis ini sehingga seharusnya

lebih diperbesar lagi;

Infografis UU Pemilu disisipkan gambar kotak pemilu yang lebih terlihat;

Frasa "bertentangan" di bold/underline;

Terkait infografis UU MD3, judul antarundang-undang dan perubahannya

untuk disatukan menjadi "Putusan MK UU 17Tahun 2014 dan UU 2Tahun

2018";

power point terkait hasil infografis tidak perlu terpotong-potong;

dan

Judul infografis terkait kalimat "AnotasiPutusan MK" sebaiknya diubah

menjadi AnotasiPasal/Ayat UU yang dibatalkan dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi" - "Undang-Undang Nomor tentang "atau

langsung menjadi "AnotasiPutusan MK terhadap UU " untuk disesuaikan

dengan ruang dalam infografis yang dibuat.

III.KESIMPULAN

Infografis yang telah dibuat oleh CPNS, diinstruksikan oleh forum untuk diperbaiki dan

disempumakan sesuai saran dari peserta rapat guna memperoleh hasil yang sesuai dengan
tujuan yang telah ditentukan.



IV.PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 16 Agustus 2019

Mengetahui,

Kepala Pusat Pcmantauan

Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rclchmansvah. S.H.. M.H.

NIP. 1%90213.199302.100I



INFO JUDia

UNpANG-UNDANG NOMOR 5TAHUN 2014
TENTANG APARATURBIPIL NEGARA

>

PUTU:>AN iviMMiVMiviwH KONSTITUSI
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/201 8

PNS TERBUKTl BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN
JABATAN / BERKAITAN DENGAN JABATAN,
DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT 991

Pasal Yang Diuji
Ay Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4)
Jfcj huruf b, Pasal 87 ayat (4) huruf d

BatuUji UUP hhun 1945e Pasal •ayat (3), Pasal 27 ayat (1).
Pasaf \ 8D ayat (1), Pasal 281 ayat (2)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
untuk sebaglan;

2. Menyatakan frasa "dan/atau pidana

umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU

No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara bertentangan dengan UUD Tahun

1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat, sehingga menjadi

berbunyi. "dihukum penjara atau kurungan

berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memltiki kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang

ada hubungannya dengan jabatan";

3. Menolak permohonan Pemohon untuk

selain dan selebihnya.

SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf

d, Pasal 10 ayat (2). dan Pasal 23

ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan,

disarankan:

1.Menindaklanjuti Putusan MK

Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai

bahan dalam penyusunan

Prolegnas Daftar RUU Kumulatif

Terbuka.

2.Menindaklanjuti Putusan MK

Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai

acuan dalam penyusunan

Rancangan Perubahan UU ASN.

^ www.puspanUkttu.dpr.go.id |

11 puspanlak uu



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PENGUJIAN UNDANQ'UNDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU'XVI/2018

UNDANG-UNOANG NOMOR 2 TAHUN 201B TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, . _
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, OAN ^
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH /W (/^ ^
(MD3) X V ^

/MK MEMBATALKAN KEWENANGAN DPR
UNTUK MEMANGGIL PAKSA SESEORANG"

Pasal Yang Diuji
Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
Pasal 122 huruf I

Pasal 245 ayat (1) huruf d

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mengabulkan permohonan para P«niohon untuk sebagian;

2. Pasal 73 ayat (3), ayal (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No. 2 Tahun 2018 tentang Pefubahan Kedua Atas UU No. 17

Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUO Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

nwngikat;

3. Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 tantang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3

bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat;

4. Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak

pidana yang ^dak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksad dalam Pasai 224 harus

mendapatkan parsetujuan (erfu//s dari Prastden" dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknal dalam konteks semata-mata pemanggllan dan

permlntaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana;

sementara itu, frasa "sefe/a/i mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayal

(1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan

dengan UUD Tahun 1945dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 245 ayat (1) UU No. 2

Tahun 2018 tenUng Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 selengkapnya menjadi:

''Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga mefakukan tindak pit^na yang

tidak sehubungan dengan pefaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 224 harus mendapatkan

persetujuan tertulis dariPreslden."

5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

PUSATPEMAHTAUAN PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHUAN DPR Rl

SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disarankan :

1. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar

RUU Kumulatif Terbuka

2. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan

Perubahan UU MD3.

www.piiepexilAkan.dpr.go.ld

puspanlak.ua
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INFO JUDICIAL REVIEW
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAK'JN 2004

TENTANG PRAKTIK KEDOKT^Pu^N &

UNDANG-U^lp^ '̂̂ 0 NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017

PENGURUS ORGANISASI PROFES! KEDOKTERAN
TIDAK DIPERBOLEHKAN RANGKAF JABATAN SEBAGAI

PENGURUS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

UU Pendidikan Kedokteran Pasal Yang Diuji
UU Praktik Kedokteran
• Pasal 1 angka (4)
• Pasal 1 angka (12)
- Pasal 1 angka (13)
• Pasal 14 ayat (1) huruf a
• Pasal 29 ayat (3) hunjf d
• Pasal 38 ayat (1) huruf c

i Batu Uji
Pasal 1 angka 20
Pasal 5 ayat (2)
Pasal 7 ayat (8)
Pasal 8 ayal (4)
Pasal 11 ayat (1)
Pasal 24 ayatH)
Pasal 36 ayat (2)
Pasal 36 ayat (3)
Pasal 39 ayat (2)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
wj} llL,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk

sebagian;

2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 29

Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang

menyatakan, Vifm/a/i anggota Konsil Kedokteran

Indonesia 17 (tujuh betas) orang yang terdiri atas

unsur-unsur yang berasal dart : (a) organisasi

profesi kedokteran 2 (dua) orang...". bertentangan

dengan UUDTahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan

hukum menglkat (^'sepanjang unsur ''organisasi

profesi kedoltteran^'

menjadi pengurus org

tidak dimaknai sebagal tidak

anisast profesi kedokteran;

3. Menolak pemiohonar| para Pemohon untuk selain
dan selebihnya.

UUDTahun 1945

• Pasal1 ayat(3)
• Pasal 27 ayat (1)
• Pasal 28 c ayat 2)
• Pasal 28d ayat (1)
• Pasal 28 e ayat (3)
• Pasal 31 ayat (1)

SARAN/REKOMENDASI

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf

d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1)

huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, disarankan;

1) Menindaklanjut) Putusan MK Nomor

10/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam

penyusunan Prolegnas Daftar RUU

Kumulatif Terbuka.

2) Menlndaklanjuti Putusan MK Nomor

10yPUU-XV/2017 sebagai acuan dalam

penyusunan Rancangan Perubahan UU

Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan

Kedokteran.

< PUSATPEMANTAUANPELAKSANAAN
^ UNDANG-UNDANG
& BADAN KEAHLIAN DPR Rl

www.pnspanlakuu.dpr.go.i



LAPORAN HASIL KONSULTASI/BIMBINGAN BERSAMA MEWTOR (KEPALA

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG)

Pelaksanaan

Waktu ; Senin, 26 Agustus 2019

Tempat : Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Nama Calon Pegawai Negeri Sipil

Anisa Rahmasari, S.H.

Nama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

Hasil Konsultasi

Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H., selaku Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang menehma dan menyetujui hasil perbaikan Infografis

Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan

masukan saat Rapat Pemaparan Internal untuk setanjutnya dapat diberikan

testimoni.

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

/\
r

!>

Rudi Rocltimansvah, S.H.. M.H.
NIP. 19i902131993021001
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N INFO JUDICI

UN^^Me^Of^NG NOMOR 5TAHUN 201
""HNTANG APARATUR SIPIL NEGARA

\
'cS33^

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/201 8

PNS TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN JABATAN/BERKAITAN DENGAN JABATAN
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN
HUKUM TETAP, DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK
HORMAT- jp -''Wm

Pasal Yang Diuji
Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4)

jEiJ huruf b, Pasal 87 ayat (4) huruf d

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

BatuUji UUDTahun 1945B Pasal 1ayat (3), Pasal 27 ayat |l).
Pasal 28D ayat (1). Pasal 281 a^at (2)

SARAN/REKOMENDASI

1. Mengabulkan permohonan
untuk sebagian;

2. Menyatakan frasa "dan/atau pidana

umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU

No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara bertentangan dengan UUD Tahun

1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat, sehingga menjadi

berbunyi, "dihukum penjara atau kurungan

berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang

ada hubungannya dengan jabatan";

3. Menolak permohonan Pemohon untuk

selain dan seleblhnya.

Pemohon

PUSATFEMANTAUANPELAKSANAAN
UNDANG • UNDANG

^^'>1 BADAN KEAHLIAN DPR Rl

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf

d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23

ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan,

disarankan:

1.Menindaklanjuti Putusan MK

Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai

bahan dalam penyusunan

Prolegnas Daftar RUU Kumulatif

Terbuka.

2.Menindaklanjuti Putusan MK

Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai

acuan dalam penyusunan

Rancangan Perubahan UU ASN.

www.pu8paniakuu.dpr.go



INFO JUDICIAL REVIEW

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJEUS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH (MD3)

"MK MEMBATALKAN KEWENANCAN MKD UNTUK MEMBERiKAN

PERTIMBANGAN TERHADAP PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN

KETERANGAN KEPADA ANGGOTA DPR SEHUBUNGAN DENGAN

TERJADINYA TINDAK PIDANA YANG TIDAK SEHUBUNGAN DENGAN

PELAKSANAAN TUGAS",

Pasal Yang Diuji
Pasai 73 ayat (3). ayat (4). ayat (5), dan ayat (6)
Pasal 122 huruf I

Pasal 245 ayat (1) huruf d

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018

Uji H
Pasal 1 ayat (3). Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28Dayat (1)

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17

Tahun 2014 tentang M03 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat;

3. Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3

bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Frasa "Pemanggifan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindah

pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus

mendapatkan persetujuan tertulis dan Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan

permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakllan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana;

sementara itu, frasa "setelah mendapat pertimt>angan dan Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat

(1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan

dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehlngga Pasal 245 ayat (1) UU No. 2

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 selengkapnya menjadi:

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang

tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 224 harus mendapatkan

persetujuan tertulis dariPresiden."

5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan seiebihnya.

% PUSATPEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR Rl

SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disarankan :

1. Menlndaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagal bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar

RUU Kumulatif Terbuka

2. Menlndaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan

Perubahan UU MD3.

www.piispaiilaknii.dpr.go.ld

pu8pajilak_uu
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INFO JUDICIAL REVIEW
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN &

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 201 3
TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017

PENGURUS ORGANISASI PROFESI KEDOKTERAN
TIDAK DAPAT MENJADI PENGURUS KONSIL
KEDOKTERAN INDONESIA

UU Pendidikan Kedokteran Pasal Yang Diuji
UU Praktik Kedokteran

• Pasal 1 angka (4)
• Pasal 1 angka (12)
• Pasal 1 angka (13)
• Pasal 14 ayat (1) huruf a
• Pasal 29 ayat (3) huruf d
• Pasal 38 ayat (1) huruf c

Batu Uji

Pasal 1 angka 20
Pasal 5 ayat (2)
Pasal 7 ayat (8)
Pasal 8 ayat (4)
Pasal 11 ayat (1)
Pasal 24 ayat (1)
Pasal 36 ayat (2)
Pasal 36 ayat (3)
Pasal 39 ayat (2)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIL
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk

sebaglan;

2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 29

Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang

menyatakan, "Jumlah anggota Konsil Kedokteran

Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas

unsur-unsur yang berasat dart : (a) organisasi

profesi kedokteran 2 (dua) orang...", bertentangan

dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat sepanjang unsur "organisasi

profesi kedokteran^* tidak dimaknai sebagal tidak

menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran;

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain

dan selebihnya.

UUDTahun1945

• Pasal 1 ayat (3)
• Pasal 27 ayat (1)
• Pasal 28 c ayat 2)
• Pasal 28d ayat (1)
• Pasal 28 e ayat (3)
• Pasal 31 ayat (1)

\«/

SARAN/REKOMENDASI

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf

d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1)

huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, disarankan;

1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor

10/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam

penyusunan Prolegnas Daftar RUU

Kumulatif Terbuka.

2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor

10/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam

penyusunan Rancangan Perubahan UU

Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan

Kedokteran.

PUSATPEMANTAUANPEUKSANAAN
UNDANG-INDANG
BADAN KEAHLIAN DPR Rl

^ www.pu8paiilakuu.dpr.go.id



1. Nama Peserta

2. Unit Kerja

FORMULIR PERSETUJUAN COACH
PADA TAHAP RANCANGAN AKTUALISASI

ANISA RAHMASARI, S.H.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG

3. Gagasan Pemecahan Isu : PEMBUATAN INFOGRAFIS MENGENAI INFO
JUDICIAL REVIEWAJAS HASIL PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI YANG SINGKAT,
CEPAT, DAN AKURAT

Catatan terhadap Gagasan Pemecahan Isu

Rekomendasi

.dst

.dst

Jakarta, 18 Juli 2019

COACH,

(Dr. Shanty I'rma Idrus. ST.. MM.)
NIP. 197803282010012012



F

1. Coaching Pertama

25 Juli2019

Or. Shanty Wl Pusdiklat— ^

JULl i019

m PM«n yan^ dikiHfn ke chat tn< dan pen^glian hint
diamsnkan dengan enkrlpsl and-lo—end. Kiytuk untuk

mfo setangkaprrya.

Asaalarmialaikum wr wb bu Shanty,
aakimat pagi moaf bu mengganggu
dH(}atnya sebantar

Saya Anisa Rahma^art bu, nrtohen
pencarahannya bu tarkait ^ctuaHsasI
<lan habhuaai

Kamartn tgl 23 Jull 2019 saya dan Rafa
auctoh bimblngan pertama dangan
Kapufl Panlalc UU yaltu Bapak Rudl
Roohmanayah. dan baltau mambarfkan
banyak arahan paiihal aktualtaaai kami.
Arahan baUau kaml aampafkan ka bu
Shanty malalul dokuman tartuiia yang

kaml lamplrfcan ya bu. Tarmamik
ada babwapa partanyan tartuHa
dart kami bu. Makaaih bu Sharrty
aabalumnya &s

Q -I - 23 JUU 2019.doe
t>oc os.ia ^

Dokuman dl ataa menv>tican haail
bimtiBiwi kaml va bu daoaan babaeaee^

® Krri- i- O

O

2. Coaching Kedua

14:06

I'i

1

* ~ ' »< m

ChtAT STATUS PANGGILjm

Dr. Shamy Wl Puadiklat DPR
-'O) 26 Jull 14.14

Dr. Shanty Wl Puadiklat DPR
26 Juli 14.07

Dr. Shanty Wl Puadiklat DPR
•-{2) 26 Jull lO.SS

Dr. Shanty Wl Pmdiklat DPR
. 26 Juli 10-47

Dr. Shanty Wl Pusdiklat DPR

Dr. Shanty Wl Puadiklat^ m* ^

Ih mandarrtplngi 2S >iju vci: •> iv i . - .

>agl (7H K,

lya Ibu nand paa ibu lagi aantal a}*
bu 0« 20

Makaaih ya bu Shamy -no 71

. fawQtflww iiiwr^ tak tafjawab pada 17.47

26 JUU 3019

Aaaalamualaikum wr wb bu Shanty.
Mohon maaf ibu saya baru sadar ibu
natfon bu karana hpnya di ailent dan
kabatutan saya >g ga ehack hp yang Ihl
aama aakall. Izin bu, parlu aaya tatfon
kambatt bu alau bagalmana bu bailcnya?
Terima Icasih bu Shanty

. Par^tqilao «uar« taik twjawab pad* 10.47

Maarf bu aignalnya auaah putuaZ. Saya
ig am rate bu jd aaya coba ttf pakal hp
tafa 10 M

In shaa Allah bantar yaaa <^ :

td pagi maalh barl matarf, parsiapan
I panubipan 17, r.-r

©

KrOO

IS3

>Map«dai«.07

o

< ..It •

STATUS • PAMOOtlAM

^, Dr. Shamy Wl PuadiklatDPR
' . 25 Juli 17.47



3. Coaching Ketiga

5 Agustus 2019

4. Coaching Keempat

20 Agustus 2019

p* I I. II



5. Coaching Kelima

28 Agustus 2019

6. Coaching Keenam

2 September 2019



Nama Peserta : Anisa Rahmasari, S.H.
Nomor Daftar Hadir ; 14

Jabatan : Analis Hukum

Instansi : Sekretari^\ :,enderal dan Badan Keahlian DPR Rl

Catatan/Saran:

%

3 /*JcrewtWfi" vVTefa-lfi c&xu

Bogof, 19 Juli 2019

Penguji,

V

Feni Damavanti. S.E.. MRP.

NIP.198002142005012006



Formulir 9

PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA
DALAM MEMBUAT RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS

Nama Peserta : Anisa Rahmasari, S.H.
Jabatan : Anatis Hukum

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl
Tempat Aktualisasi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR Rl

Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:

Sangat

Membuat rancangan aktualisasi subtansi mata Petatihan Dasar Galon PNS dalam
menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

^ lOberapo paragrop J fcojfap fsu

rrda<^ yrc,Utua+ adolo^ ^^I«portc^>uJiVo pnuptvvni"

\)u^^ (cootrc«iAi7%\

Bogor, 19 Juli 2019

Coach.

\

Dr. Shanty Irma Idrus, ST.. MM.
NIP.197803282010012012



Fofir.'JIirS

PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA

DALAM MEMBUAT RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS

Nama Peserta

Jabatan

Instansi

Tempat Aktualisasi

Anisa Rahmasari, S.H.
Anafis Hukum

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR Rl

Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Galon PNS tersebut:

Sangat Mampu/ Mampu I Kurang Mampu / Tidak Mampu

Membuat rancangan aktualisasi subtansi mata Pelatihan Dasar Galon PNS dalam
menyelesaikan isu yang telah' ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

p 9^' I'M
t A/.- U. .

0 ^ CvcA<

Rudi Ro

NIP.196

(

Bogor, 19 Juli 2019

Mentor,

:hmansvah. S.H.. M.H.
002131993021001



I fiiu, •

Testimoni Kegiatan Aktualisasi Latsar CPNS 2019

Saya Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. Kepala Pusat P-iTTiantauan Pelaksanaan Undang-

Undang Badan Keahlian DPR Rl selaVu pimpinan dan mentor dari Anisa Rahmasari,

peserta Latsar CPNS tahun 2019 dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Saya sebagai pimpinan mengarahkan dalam membuat rancangan aktualisasi harus

aplikatif serta berkaitan dengan tugas dan fungsi Puspanlak UU untuk mendukung

fungsi Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan UU. Salah satunya

mengenai bagaimana menyajikan hasil Putusan MK berupa Info Judicial Review yang

menguraikan pasal/ayat UU yang dibatalkan MK secara singkat, cepat, akurat, tepat waktu

dan mudah dibaca baik untuk anggota DPR maupun masyarakat,

Saya mengapresiasi Rancangan Aktualisasi yang berjudul "Pembuatan infografis

mengenai info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang

Singkat, Cepat, dan Akurat". Dengan infografis ini diharapkan dapat memudahkan

anggota DPR Rl dan masyarakat untuk membaca dan memahami substansi dari Putusan

MK. Harapan saya, Puspanlak UU dapat menyajikan dan mempublikasikan infomiasi dan

data untuk membantu tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan

digunakan oleh Anggota DPR Rl sebagai bahan perubahan undang-undang,

Dengan demikian, output infografis tentang Pembuatan Infografis Info Judicial Review

tersebut dapat menjadi referensi legislasi bagi Anggota Dewan untuk melakukan

legislative review sebagai langkah yang responsif tehadap Putusan MK. serta masyarakat

dapat mengetahui dan memahami adanya pasal/ayat UU yang sudah tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat {tidak berlaku lagi).

Saya meminta kepada Anisa untuk kedepannya selalu update jnfografis Info Judicial Review

tersebut dengan cermat dan tepat waktu, karena ayat/pasal UU yang dibatalkan oleh

Putusan MK tersebut dalam setiap tahun pasti akan terus ada, oleh karenanya harus selalu

update dan valid, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan visi misi dari Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memberikan dukungan kepada Anggota

Dewan.

Demikian testimoni dari saya, selaku pimpinan dan mentor dari Anisa, saya ucapkan

selamat dan sukses, semoga lulus dengan baik.



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakiian Rakyat Republik Indonesia

MENTOR

KARTU KENDALI

PROSES PEMBIMBINGAN AKTUAUSASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II

TAHUN 2019

Nama

Instansi

NIP.

Anisa Rahmasari, S.H. Nama Mentor : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undar>g
199311042019032001

iNo.
Tanggal

Pembimbinoan

Isu Pemfiasalahan yang | Media
Dibahas Komunieasi

Rd(omendasi°
Pembimbinqan

Tanda'Tah^HhS
MentofBEsfl

1
T at c*.p P«.rofeaV>OT> i

•3s,c)o \ A- v<t.9« i

f

2 j2fe/c.>/2ci9 Capcr»;.rN
CCl A ^4^«SC»'

P<ir* ^vj\ c.T\
Oo.tC5.

*

^ io\/0(S/20|0)
\K or% s o\tckS \ rft.rr« \\( Tatexf e'^/2o\s

'PsA \6/lO\e
*9s*K r>

* U/c<?/zo\g V\4.\ftporV^o^f^ VsCkS\\
\^Poa^ac^i lr»xo 3ft

• \x> a^r ^ A

• s \a &

• P«. fV \ S t;.j 1 V » .

Iiii/ «/^ 1., ilAa.\e*t>orWc«N\[^/oSf2-0\^ 3P- .

Q \ ilAor^Soltas; ^ciX^r\
® ;\'>/o8/7.0\<^ itat>ext VctarrsO\ Vva^^\
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y

(

^ \26/o8/2o\(\ raCNS Ma

\«N?0

B i
)

V •JJ ^

9 1
t

10

11

12

13

14 Dst..

(*) Pembimbingan yangsah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Mentor



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

T .

KARTU KENDALI

PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA COACH DENGAN PESERTA
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II

TAHUN 2019

COACH

Nama : Anisa Rahmasari, S.H.

Instansi ; Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

: 199311042019032001

Nama Coach : Dr. Shanty Irma Idrus. ST., M.M.

NIP.

No. Tanggal
Pembimbingan

Isu Permasalahan yang Dibahas Media

Komunikasi
Rekomendasi Pembimbingan Tanda Tangan

Pes6rta

1

IS -0>-20V^

WA/

M<i_\ci\<Sc*r>Q\<o^p, t Gts

Sc[.SvjC\^ ^ CkWaipckO

2
76 'C>T--2013 o'eatv ^ Ta\no.porN VCer^Vtxt-

^A/

Q.\cxWo VsCxr^ Wt<^VQtQ^
S<i.SvJC\\ •t.SVrNQ. S C.V C-

3 os-oQ - Zo\<^

n-Q,\c^WoVo.Tv WooSoWcSv

€>r
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4

20''08-20\^

\/Co,<^va.^O.C^ \A-Q. \VCfN. Cfc
NJCVv ^fC 0(N K^arVNO

\c Qi ^

1

5

ZS-aS" 2019 l/\ Q.^ ^ <2.0. 0 r*N M \cv!^ orcxCN o\l<

6

PP "T /ifet^rr UO\ ^

7

DPembimbingan yang sah adalah
pembimbingan yang ditandatangani oleh
Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdikiat Setjen dan BK DPR Rl

Rusmanto,



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia PESERTA

Nama

Instansi

NIP.

KARTU KENDALI

PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II

TAHUN 2019

Anisa Rahmasari, S.H.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

199311042019032001

Nama Coach : Dr. Shanty Irma Idrus, ST., M.M.

No. Tanggal
Pemblmbingan

Isu Permasalahan yang DIbahas Media

Komunikasi

Rekomendasi Pembimbingan Tanda Tangan
Coach

1

W A
S '̂fcoai |-?Uc^Cis (jU

/

2

2h'Olr
ScU^io ( e.

3

9 ' In 9-.

I
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s

7^0 -

' 8.205 y<^ci\in\r (0
»

6

07.- 0-201^^ PPT Lc.por^T^ S\c\p Vjjvcxr^ (kr-
7

(*)Pembimbingan yang sah adalah
pembimbingan yang ditandatangani oleh
Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR Ri

Rusmanto,%.H., IVI.H.


